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ANALISIS YTIRIDIS PEMBATALAI\ PUTUSAN KHUSUS
TINDAK PIDANA NARKOTIKA

{StuAi Putusan No. 09lPid.Susl2016/PN,tr(is, Jo Putusan No.

186iPid"S{iS/2$1Sl PT.PDN, ,Io Putusan N*.1573 K / Pid . Sur /2$15}

ABSTRAK

LILI IRIAhITO

Pembatalan Putusan merupakan putusan sejak awal diiatuhkan dianggap tidak pernah

ada, putusan tersebut tidak mempunyai kekuatan dan akibat hukum, juga tidak memiliki daya

eksekusi, putusan yang benar-benar batal dari yang intansi lebih tinggi, dalam pembatalan

putusan tidak terlepas dari peran hakim, sebab hakim bukan saja rnerupakan corong undang-

undang, akan tetapi hakim sebagai pembuat hukum ( jidge medelar,v ) yaitu putusan, sehinga

hakim bebas menjatuhkaa putusan, oleh karena itu sangat penting peran hakim sebagai Agent

SCahange untuk meningkatkan Putusan dalam mewujutkan Law And i,egal Pefo.Per'einian

ini bertujuan Untuk Mengetahui Pertimbangan dan Peran Hakim dalam Pembatalan Putusan

Khusus Tindak Pidana Narkotika. Penelitian hukum ini mengunakan penelitian studi

kepustakaan ( tibrary resesrch ) dan penelitian lapangan (field research) dalam hal penelitian

di Pengadilan Negeri Kisaran dengan mewawancarai Terdakwa Nani Prihafiini di ruang

tahanan Pengadilan Negeri Kisaran.

Adapun perumusan masalah dalam penelitian ini yaitu : Bagaimana Pengaturan

Hukum Terhadap Pelaku Tindak PidanaNmkotikq Bagairnura Pertimbangm Htrkum Majelis

Hakim Agung Terhadap Pembatalam Putus*n Khcsus Tindak Pida*a Narkotika *alam

Putusan No. 09/Pid.SUS/2016/PN-Kis Jo Putusan No.186 / Pid.Sus 12016/PT-MDN Putusan

No.1573 K / Pid.SUS/20L6 dan Bagaimana Peran Hakim Agung dalam melakukan

Pembatalan Putusan Pengadilan Negeri Kisaran No. 9 lPid.SuV20t6lPN-Kis, Jo Putusan

No. 1 86iPid. Susl20 1 6/PT-MDN Jo Putusan N o.t 57 3 KlPid. SUS/20 I 6 -

Pertimbangan Hukum Hakim Agung Pembatalan Putusan tersebuf Terdakwa tidak

bisa dipersalahkan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 112 ayat (l) kmena barang

bukti Narkotika jenis shabu yang di temukan polisi jumtahnya sedikit yaitu 0,10 ( nol koma

sepuluh) gram, dengan demikian dapat dinyatakan unsur ini tidak terpenuhi menerut hukum

(vide. SEMANomor4 Tahun 2010) .

Kata Kunci : Pembatalan Putusan, Hakim, Pembaharun Hukum.
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fudical Analisis Special Decision Cancellation Narcotics Criminal Act

fDecisionStudyNo.0glPid.Sus/2016lPN.Kis,|oPutusanNo.
1s6lPid.sus/2o76/PT.MDN,foPutusanNo.l;73K/Pid,sus/2016}

Abstrack

Lili lrianto

Decision cencellaation is a decition or the verdict was dropped since

the beginning but never considered, that decision does't have any strength or

, p..rirrr"nilegal force, and it does not have any execution of counterparts,

thl decision is tiuly cancelled from the higher agency, the iudge has a big role

in cencelling the dlcision, because ludge is not only as the mouthpiece of the

law but also as a lawmaking$udge made tawJ which is decision, so judge can

drop the decision freely,Urlt;s *!ry it is very important ta realize about the

judge's role as thr Agent of change to improve the clecisiqnin making lar'v and

i"gi't e.fo /force. This research is aim to know about the consideration and

;uige;s role in cencelling special decision narcotics criminal act' This law

researclr is using {iibrary iesearch} and, ffieitl research) which was he-ld in

kisaran District court by interviewing a defendant named Nani Prihartini in

rhe detention room of l*saran Districi Court.The formulation of the problem

in this research is : How deep law regulations to the perpeffator larcotics

criminal act, How is law consideration, panel of iudges to the special decision

cancellation narcotic criminal act in decision number 09 lPid'Sus / 2Ot6 I
PN.Kis |o decision No. L86/Pid.Sus/20L6lPT.MDN decision No. 1573 K /Pid
.Sus/20L6 and how is the role Of Supreme Court ISdqe in making decision

cancellation in Distriict Court Kisaran No. 09/Pid.Sus/Z016/PN-Kis lo

decision No. 186/Pid.Sus/2016/PT.MDN decision No. 1573 K/Pid.Sus/2016'

The consideration of cencelling that decision by the superme court

|udge in the case of Nani Prihartini as a defendant and juridical person'

phy"sically and spiritually healthy and also she is able to do law act and to her

a".a tftri is why she is worth ii to be responsible, defendant Nani Prihartini

cannot be blamed in doing criminal act which is breaking the article tl2'-: L

because the eviden.u ,,r.h 
", 

narcotics type : shabu drugs whichhas foundby

the police +fficers the amou*t is eot rnuch namely : 8,10 {Zera peint te* }
g."*, the refore the element of the case is not fulfilled according to the law

Mde. SEMA No. 4 Yers 20101

Keywords : Decision Cancellation. |udge, Law update

iii
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1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Mengamati beberapa putusan Pengadilan Negeri Kisaran, dan

putusan Pengadilan Tinggi Medan yang dibatalkan oleh putusan Makah

Agung Republik lndonesia, dimana putusan Pengadilan Negeri Kisaran,

Putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut selalu terbelenggu oleh

dakwaan dan tututan Jaksa Penutut Umum yang berpatokan pada

maksimaldan minimal hukuman yang tertera pada Undang-Undang tindak

pidana Narkotika.

Melihat Putusan Pengadilan Negeri dan Putusan Pengadilan Tinggi

Medan yang berhubungan dengan tindak pidana Narkotika selalu

berpedoman pada pasal-pasal yang telah didakwakan oleh Jaksa

Penuntut Umum, bukan pada fakta di percidangan, sehingga Putusan

Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak rasional yang mengakibatkan para

pencari keadilan (Terdakwa) kecewa terhadap Putusan Hakim Tingkat

Pertama maupun Tingkat Kedua, sehingga para pencari keadilan

melakukan upaya hukum banding maupun kasasi -

Upaya hukum yang dilakukan oleh pencari kedilan (Terdakwa)

sering membuahkan hasil, yang mana Putusan Majelis Hakim Tingkat

Pertama dan Putusan Tingkat ke dua kerap kali dimentahkan atau diubah
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2

dan atau dibatalkan intasi pengadilan yang lebih tinggi, dimana Putusan

Makamah Agung Repubilk lndonesia tersebut tidak berpatokan pada

pasal-pasal tindak pidana Narkotika yang menentukan maksimal dan

minimalnya, sehingga nampak perbedaan yang siknifikan antara Putusan

Majelis Hakim Tingkat Pertama, Putusan Pengadilan Tingkat ke dua

dengan Putusan Mahkamah Agung Republik lndonesia- Peran Hakim

Agung sebagai Agent Af Change untuk meningkatkan Putusan dalam

mewujutka n Law And Legat Pefom ;1

Mempersoalkan Putusan Hakim berarti mempersoalkan Hakim dan

tugasnya sebagai pelaksana hukum maupun sebagai pencipta hukum

yang harus mencerminkan keadilan ditengah tengah masyarakat, karena

Hakim merupakan wakil Tuhan di dunia ini untuk meberikan putusan yang

seadil-adilnya. Berbicara mengenai Putusan Hakim Mertokusumo

memberikan defenisi yaitu " Suatu pernyataan yang oleh hakim sebagai

pejabat Negara yang diberi wewenang untuk diucapkan di Persidangan

dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau

sengketa antara para Pihak".2

Pasal 2 ayat (1) UU PKK mengatur bahwa penyelenggara

kekuasaan kehakiman diserahkan kepada Badan Badan dan ditetapkan

oleh undang-undang, dengan tugas pokok untuk menerima, memeriksa

' Ediwarman, Penegakan Hukum Pidana dalam Perspektif Kriminologi.

Yokyakarta :Genta Publishing 2014, Haiaman 119.' ' Sukarno Aburaera Muhadar, Maskun, Fitsapat Hukum Teori Dan Praktik'

Jakarta: Prenadamedia grup 2013, halaman 227.----------------------------------------------------- 
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dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang dijatuhkan

kepadanya.

Pada dasarnya tugas pokok dari Hakim ini sangat sederhana dan

simpel, yaitu hanya menerima, memeriksa, serta mengadili Suatu perkara,

namun pada kenyataanya tidaklah sederhana dan semudah yang kita

bayangkan, sebagaimana dikemukakan oleh Cardozo mantan Hakirn

Agung Amerika Serikat yang mengatakan "bahwa pekerjaan memutuskan

perkara rnemang bertangsung setiap hari diratu$an pengadilan di seluruh

negefi, sehingga orang mungkin rnenduga bahwa para Hakim yang telah

mengikuti ribuan kali atau lebih perkara-perkara di persidangan akan

mudah menggambarkan proses peradilan tetapi temyata didalam

kenyataanya tidak ada suatu yang jauh dari pengungkapan kebenaran.

Pada hakikatnya seorang Hakim diharapkan memberi pertimbangan

tentang salah tidaknya seseorang atau benar tidaknya suatu peristiwa

yang disengketakan, kemudian memberikan dan menentukannya. Pada

perinsipnya hakim hanyalah menerima setiap perkara yang dijatuhkan

kepadanya untuk diselesaikan dan hal ini berartltelah ada sautu peristiwa

atau kejadian ataupun persengketaan yang timbul, kemudian peristiwa,

kejadian dan persengketaan itu dihadapan hakim agar supaya hakim

menetukan hukum yang berlaku atas peristiwa dan persengketaan itu'.3

Satjipto Raharjo ( kompas,28 Mei 1996 ) menuliskan bahwa :

' tbid, raataman 22S.
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"Para hakim termasuk orang-orang professional yang bekerja

dengan diam-diam. Lingkungan dan suasana kerja hakim adalah

suasana yang tenang dan tenteram, sangat berbeda dengan

komponem [eradilan yang lain, seperti polisi. Pekerjaanp

pemeriksaan' dan mengadili lebih banyak menge.Iahkan

kemampuan intetektual dari pada otot. Tetapi ternyata keliru kita

jika berpendapat, bahwa pekerjaan propesional yang penuh

dengan 
' 

ketenangan itu tidak dapat mengahsilakn suatu

kegunCangan, Suatu perubahan Social, bahkan..."iuatu " revolusi"'4

Memang benar apa yang dikatakan oleh Satjipto Raharjo, karena

sejak kita meninggalkan pandangan logis yang hanya memandang Hakim

sekedar "terompet Undang-Undang", maka seiak itu kita tidak lagi

memandang Hakim sebagai pelaksana hukum, tetapi Hakim sudah

membuat hukum (jidge made taw) yaitu putusanya. Putusan Hakim yang

diproduk oleh legislative dalam wuiud Undang-undang, dengan hukum

yang dibuat oleh Hakim. Hukum dalam wujud Undang-Undang yang

mengikat secara umum, sedangkan Putusan Hakim hanya mengikat

pihak-pihak tertentu saia , dimana putusan hakim tersebut dapat di iadikan

yurisprudensi atau dijadikan acuan dalam memutus perkara yang lain .5

Undang-Undang maupun Putusan Hakim masing-masing memiliki

kelebihan dan kelemahan. Undang-undang kelebihanya lebih meniamin

kepastian hukum, dan kelemahnya adalah lamban dan statis, sehingga

pameo hukum Belanda mengatakan'. "Het Rech Hing, achter de faiten

aan". Sebaliknya, Putusan Hakim kadar kepastianya tentu lebih rendah

dibanding Undang-Undang, tetapi kadar elastisitasnya jauhlebih tingi dari

oAchmad Ali, Wiwie Heryani, Menietaiahi Kaiian EmpirisTerhadap Hakum,

Jakarta: Kencana Prenadamedia Grup, 2012,halaman 150.
5 lbit, halaman 151
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pada Undang-undang. Melalui putusannya, Hakim yang berkualitas dan

kreatif dapat mengali dan menciptakan hukum yang baru yang dapat

dijadikan yurisfrudensi .6

Peran Hakim melalui putusanya, seyogianya tidak menjatuhkan

putusan-putusan yang tidak membumi, dalam arti sama sekali iauh dari

kebutuhan masyarakat. Disaat suatu jenis kejahatan tertentu sedang

marak-maraknya, lantas Hakim menjatuhkan sangsi pidana minimal

terhadap para pelaku ienis keiahatan itu, mau tak mau mempengaruhi

sikap warga masyarakat, yakni tidak ngeri untuk juga melakukan jenis

kejahatan itu, dan bagi yang sudah melakukannya akan menjadi jera

untuk melakukannya. Seyogianya para Hakim benar-benar mewujudkan

harapan yang terkandung dalam Undang-Undang Pokok Kekuasaan

Kehakiman (UU Nomor 14 tahun 1970 ) yang menginginkan Hakim dalam

memutus, senantiasa memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam

masyarakat, yang mana putusan hakim terdahulu dapat menjadi pandan

hakim-hakim yang lain dalam mengabil putusan yang benar *benar

mencerminkan rasa keadailan ditengah-tengah masyarakat .7

Di dalam penjelasan Undang-Undang No. 4 Tahun 2AA4 tentang

Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman pada pasal 28

6lbrd halaman 151

' tbid, halaman 151 sld 152
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menyatakan : Hakim wajib mengali, mengikutidan rnemahami nilai hukum

dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarkat.s

Kebebasan dalam metaksanakan wewenang yudicial tidaklah

mutlak sifatnya, karena tugas dari pada Hakim adalah untuk menegakkan

hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dengan jalan menafsirkan

hukum dan mencari dasardasar serta asas-asas yang jadi landasanya,

metalui perkara-perkara yang dihadapkan kepadanya, sehingga

keputusan mencerminkan perasaan keadilan bangsa dan rakyat

lndonesia, yang maksud dan tujuanya akan meberikan keyakinan dan

kepercayaan bagi pencari keadilan.e

Hakim didalam memberikan putusan hukum pada dasamya

diberikan kebebasan dalam arti tidak melanggar ketentuan Undang-

Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman, akan tetapi dengan adanya

Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, secam tidak

lansung Hakim telah dipaksa atall tunduk untuk mengikuti batasan-

batasan hukuman yang dijatuhkan sgsuaidengan tindak pidana .

Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah

ditentukan maksimal dan minimal hukuman yang harus dijalani seorang

Terdakwa atau Terpidana, begitu pula hakikatnya Hakim harus memutus

berdasarkan pasal yang didakwakan atau dituntut oleh Jaksa Penuntut

Umum, misalnya : pada pasal 112, pasal 114 dan pasal 132 Undang-

t Ediwarman Of,Cif. Halaman 125

'Achmad Ali, Wiwie Heryani Of.Cit, halaman 151.
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Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang bunyinya sebagai

berikut

Pasal 112 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

berbunyi :

(1)

(2)

Pasal 114

setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum, memiliki,

menyimpan, menguasai, atau menyediakan . 
Narkotika

Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan penjara paling

singkal 4 (empat) tahun dan paling lamt tZ !!u3 belas)

tahirn dan'pidana denda paling sedikit Rp' 800'000'000,-
(delapan ratus juta rupiah) dan -^ paling bayak

np. A. OOO. 000. 000, - (ielapan mitiai rupiah).1 0

Dalam hal perbuatan , memiliki, menyimpan, menguasai,

atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5
(lima) gram, dipidana dengan penjara paling singkat 5 (lima)

iahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahtln dan pidana

denda maksimum sebagai mana pada ayat (1) ditambah 113

(sepertiga).11

undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum,

menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima,

menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau

menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman,

dipidana dengan penjara seumur hidup atau pidana paling

singkat S (limi ) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun

dan pidana denda paling sedikit Rp' 1.000'000.00-Q- (satu

miliai rupiah) dan pa.ling bayak Rp. 10'000'000'000,-
( sepuluh miliar ruPiah).12

Dalam hal perbuatan , menawarkan untuk dijual, meniual,

membeii, menerima, menjadi perantara daiam jual beli,

menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan

berbunyi :

(1)

(2)

'o tJndang-Undang R.t. frlomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Penerbit Citra

Umbara Bandung, halaman 6.
ttrbrd, hataman 47.

"tbid,halaman 47.
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tanaman, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya

melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang
pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima)

gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara

ieumut hudup, atau pidana dengan penjara paling singkat 6
(enam) tahun dan pating lama 2A (dua puluh ) tahun dan
pidana denda maksimum sebagaimana pada ayat (1)

ditambah 1/3 (sePertiga)."

undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang NarkotikaPasal 132

berbunyi :

(1) Percobaan atau permupakatan jahat untuk melakukan tindak
pidanaNarkotika dan Prekursor Narkoba, sebagai mana yang

dimaksud dalam Pasa! '!11, Pasal 112, Pasal 113, Pasal

114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal117, Pasal 118, Pasal '119,

Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124,

Pasa! 125 , Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat
(1), dan Pasal 129 dipidana dengan penjara yang sama

sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal-Pasai tersebut ; 
la

(2) Dalam hal perbuatan sebagai mana yang dimaksud dalam
Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115'

Pasal 116, Pasal 117, Pasal '118, Pasal 119, Pasal 120,

Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125,

Pasal 126, Pasal127 ayat(1), Pasal 128 ayal (1), dan Pasal
'l2g dilakukan secara terorganisir, dipidana.dan pidana

denda maksimumnya ditambah 1/3 (sepertiga )''

(3) Pembertan pidana sebagai mana yang dimaksud pada ayat
(2) tidak berlaku bagi tindak pidana yang diancam dengan
pidan mati, pidana,^seumur hidup, atau pidana peniara 20
(dua puluh ) iahun.16

Tindak pidana Narkotika yang sedang dibicarakan, maka tindak

pidana Narkotika yang diatur dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayal

(1) Undang-Undang Republik lndonesai Nomor 35 Tahun 2009 itu

"tbid,
to lbid
" lbid
'" lbid

----------------------------------------------------- 
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang 
----------------------------------------------------- 
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah 
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area 

Document Accepted 27/6/22 
 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)27/6/22 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Lili Irianto - Analisis Yuridis Pembatalan Putusan Khusus Tindak Pidana Narkotika....



I

merupakan suatu tindak pidana yang dilakukan lebih dari satu orang

dengan perkataan lain permupakatan iahat atau persengkongkolan ;

Tindak pidana Narkotika yang dilakukan lebih dari satu orang

(permufakatan jahat atau persengkokolan) tersebut di atas sebagimana

yang telah diatur datarn Pasal 112 ayal (1) io Pasal 132 ayat (1) Undang-

Undang Republik lndonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Nad<otika oleh

Pembentuk Undang-Undang telah ditentukan maksirnal dan minima

hukumannya.

Berdasarkan pemaparan di atas, pada tanggal 14 Maret 2016

Pengadilan Negeri Kisaran telah menjatuhkan putusan terhadap NANI

PRIHARTINI alias NANI dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun

dan denda sejumlah Rp. 800.000.000, (delapan ratus juta rupiah) dengan

ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka

diganti pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan oleh Mahkmah Agung

Republik tndonesia menjatuhkan putusan kepada NANI PRIHARTINI Alias

NANI pada tanggal 01 Nopember 2016 NANI dengan pidana penjara

selama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp. 800.000.000,- (delapan

ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar

oleh Terdakwa maka diganti pidana penjara selam 2 (dua) bulan, karena

telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

pidana "Permupaktan jahat tanpak tanpa hak atau melawan hukum

menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman"'
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Berdasarkan uraian di atas Penulis tertarik untuk membahas hal

tersebut dalam Tesis dengan iudul : "ANALISIS YURIDIS PEMBATALAN

PUTUSAN KHUSUS TINDAK PIDANA NARKOTIKA ( Studi Putusan

No. 9/Pid.SusI2016/PN.Kis Jo Putusan No.186 /Pid.Sus I 2016|PT'MDN

Jo Putusan No,l573 K/Pid.Sus12A16 Y.

B, Perumusan lHasalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka

Penulis ingin merumuskan beberapa permasalahan dari obiek yang

dijadikan dalam penulisan tesis inisebagai berikit:

1. Bagaimana Pengaturan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana

Narkotika ?

2. Bagaimana Pertirnbangan Hukum Majelis Hakim Agung Terhadap

Pembatalan Putusan Khusus Tindak Pidana Narkotika Dalam

Putusan No. 09/Pid.SUS/2016/PN.Kis Jo Putusan No.186 / Pid'Sus

t2O16tPT-MDN Putusan No.1573 K / Pid . SUS 12016?

3. Bagaimana Peran Hakim Agung dalanr rnelakukan Pernbatalan

Putusan Pengadilan Negeri Kisaran No. 9lPid.SusX2016/PN.Kis, Jo

Putusan No.186/Pid.Sus/2016IPT.MDN Jo Putusan No.1573

1(Pid.sus/2016 ?

C.Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dikemukakan maka

tujuan yang hendak dicapaidalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

----------------------------------------------------- 
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1. Untuk mengetahui Pengaturan Hukum Terhadap Pelaku Tindak

Pidana Narkotika ?

2. Untuk mengetahui Pertimbangan Hukum Maielis Hakirn Agung

Terhadap Pembatalan Putusan Tindak Pidana Khusus Narkotika

Dalam. Putusan No. 09/Pid.sus/2016/PN.Kis Jo Putusan

Pengadilan Tinggi Medan No. 1 S6lPid.SUS/201 6IPT"MDN Putusan

Mahkamah Agung Rl No.1573 t(Pid.SUS/2016 .

3. Untuk mengetahui Peran Hakim Agung dalam melakukan

Pembatalan Putusan Pengadilan Negeri Kisaran No. 9lPid-Stts I

2016lPN.Kis Jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 186/

Pid.sus/2016/PT.MDN Putusan Mahkamah Agung Rl No.1573

KPid.sus/2016.

D. llllanfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menarnbah ilmu pengetahuan

dalam bidang Hukum Pidana Khusus dan bermanfaat untuk

mengembangkan ilmu hukum khususnya terkait Kebiiakan Hakim

Pengadilan Negeri dan Hakim Agung dalam melakr.lkan pembahaluan

hukum terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kisaran No. 9/Pid.Sus /

2016/PN-Kis, yang ketentuan maksimal dan minimal hukuman telah

ditentukan dalam Undang - Undang No. 35 Tatrtln 2009 tentang Nad<otika.

2. Manfaat Praktis.

----------------------------------------------------- 
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Adapun manfaat praktis dari penelitian ini diharapkan dapat

dipergunakan untuk bahan pegangan dan ruiukan khususnya bagi para

penegak hukum (Kepolisian, Kejaksaan, Hakim, dan Penasihat Hukum)

dalam pelaksanaan Hakim Agung dalam Mengambil Putusan

membatakan Putusan Pengadilan Negeri Kisaran No. 9 / Pid'Sus 12016 I

Jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 186/ P|d.SUS/2016/PT-MDN

pN-Kis, yang ketentuan maksimal dan minimal hukuman telah ditentukan

dalam undang - undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan pada

perpustakaan Program Magister llmu Htrkum Prograrn Pasca Sariana

Universitas Medan Area, terkait penelitian dengan judul . ANALISIS

YURIDIS PEMBATALAN PUTUSAN KHUSUS TINDAK PIDANA

NARKOTIKA ( $tudi Putusan No. 9lPid.$us/20161PN-Kls Jo Putusan

186IPid.SUS/2016/PT.MDN Jo Putusan No.1573 l(Pid'Sus/2016 )' dan

berdasarkan penelusuran kepustakaan yang ada di lingkungan

Universitas Medan Area menuniukkan bahwa penelitian dengan judul

tersebut kemungkinan sudah ada yang membahasnya sehingga tesis ini

dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah dan keasliannya.

Berdasad€n ulaian di atas dapat dipaparkan bahwa penelitian

yang diilakukan oleh Penulis, kemungkinan telah dikaji dan dibahas oleh

Peneliti-Peneliti yang telah ada sebelumnya. Oleh karena itu, Penulis
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menyatakan bahwa keaslian penulisan hukum ini dapat dipertanggung

iawabkan dan sesuai dengan asas-asas keilmuan yang harus diiuniung

tinggi, yaitu asas kejujuran, rasional, objektif, dan terbuka'

F. Kerangka Teori dan KonseP

1. Kerangka Teori

Ada beberapa pendapat mengenai kerangka teori antara lain:

.kerangka teori adalah kerangka pemikiran atrau butir-butir pendapat, teori,

tesis mengenai sesuatu kasus atau permasalahan (problem) yang meniadi

bahan perbandingan, pegangagan teoritis'17

H. Nawawi memberi pendapat mengenai kerangka teori yaitu berisi

uraian tentang pemaharnan teori dan hasil penelitian terdahulu yang

terkait. Pemahaman ini bisa dalam arti meletakkan kedudu kan masing-

masing dalam masalah yang sedang teliti, dan pada akhirnya menyatakan

posisi atau pendirian yang disertai dengan alasan-alasan dan bukan

bermaksud untuk memarnerkan teori dan hasil-hasil penelitian ilmiah

pakar terdahulu sehingga pembaca diberitahu mengenai sumber tertulis

yang telah dipilih, hal ini iuga dimaksudkan untuk memberitahukan

mengapa dan bagaimana teori hasit penelitian para peneliti terdahulu

dalam melakukan penelitiannya.l8

"M. Solty Lubis" 1994, Fitsafat !!mu dan Penelitian, Bandung: Mandar Maju,

halaman2T.
t* Hadari Nawawi. 1995, Metade Penetitian Bidang Sos;a/, Ygyakarta: Gaiah

Mada University Press, halaman 3940.
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Soerjono Soekanto memberikan keterangan tentang kegunaan

kerangka teoridalan suatu penelitian sebagai berikut :le

a. Teori tersebut berguna untuk lebih mempertajam atau lebih
mengkhususkan fakta yang hendak diselidiki atau diuji
kebenarannya;

b. Teori sangat berguna di dalam mengembangkan sistem
klasifikasi fakta, membina struktur konsep-konsep serta
memperkembangkan definisidefinisi ;

c. Teori biasanya merupakan suatu ikhtisar daripada hal-hal yang

telah diketahui serta diuji kebenarannya yang menyangkut objek
yang diteliti;

d. Teori memberikan kemungkinan pada prediksi fakta mendatang,
oleh karena telah diketahui sebab-sebab terjadinya fakta tersebut
atau mungkin faktor-faktor tersebut akan timbul lagi masa-masa
mendatang;

e. Teori memberikan petunjuk-petunjuk terhadap kekurangan-
kekurangan pada pengetahuan peneliti.

Kerangka teori diperlukan dalam suatu penelitian agar penelitian

mempunyai dasar-dasar yang kokoh dan memberikan analisis terhadap

tema yang akan diteliti dalam penelitian. Dalam sebuah penelitian pasti

membahas teori-teori yang mendukung dengan tema dari penelitian agar

tema atau pembahasan yang diteliti mempunyai corak atau warna yang

jelas.

Malcom Waters rnernberikan pandangan rnengenai teori dan

aplikasinya pada penelitian dalam tulisan Otje Salman dan Anthon F.

Susanto sebagai berikut :20

a" Pemyataan itu harus abstrak yaitu, harus dipisahkan dari praktek-
praktek sosial yang dilakukan. Teori biasanya mencapaiabstraksi

" Soe4ono Soekamto" 1986, Pengentar Penelitian Hukum, Jakarta: Ul Press,

halaman 121.
,o Oqe Salman S dan Anthoni F. Susanto. 2013. Teori Hukum, Mengingat,

Mengumpui4an, dan Membuka Kembali, Bandung: PT. Refika Aditama, halaman 22-23-
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metalui pengembangan konsep teknis yang digunakan dalam

komunitas tertentu.
b. Pernyataan itu harus tematis. Argumentasi tematis tertentu harus

diungkapkan melalui seperangkat pernyataan yang menjadikan
peryataan itu koheran dan kuat.

c. Pernyataan itu harus konsisten secara logika. Peryataan'
peryitaan itu tidak boleh saling berlawanan satu sama lain dan
jika mungkin dapat ditarik kesimpulan dari satu dan lainnya.

d. Pernyataan itu harus diielaskan. Teori harus mengungkapkan
suatu tesis atau argumentasi tentang fenomena tertentu yang

dapat menerangkan bentuk subtansi atau eksistensinya.
e. Pernyataan itu harus umum pada prinsipnya. Peryataan itu harus

dapat digunakan dan menerangkan Semua contoh fenomena
apapun yang mereka coba terangkan.

f. Pernyataan'pernyataan itu harus independen. Peryataan itu tidak
boleh dikurangi sehingga penjelasan yang ditawarkan para
partisipan untuk tingkah laku mereka sendiri.

g. Pernyataan-pernyataan itu secara subtantif harus valid. Peyataan- 
itu harus konsisten tentang apa yang diketahui tentang dunia
sosial oleh partisipan dan ahli-ahli lainnya. Minimat harus ada
aturan-aturan penerjemahan yang dapat menghubungkan teori
dengan ilmu bahkan pengetahuan lain.

Friedman lebih spesifik menjelaskan tentang teori hukum dalam

tulisan ltluhammad Erwin sebagai berikut:21

Teori hukum adalah menyederhanakan kekacauan dan hal yang

bermacam-macam ke satu kesatuan.
a. Teori hukum adalah suatu ilmu pengetahuan, bukan kehendak.

Teori hukum adalah pengetahuan tentang apa saja yang diartikan
dengan hukum, tidak mengenai bagaimana hukum seharusnya;

b. Teori hukum adalah ilmu normatif dan bukan merupakan ilmu

kealaman;
c. Teori hukum sebagai teori norma-norma tidak menaruh perhatian

pada akibat norma-norma hukum;
d. Teori hukum adalah formal, suatu teori mengenai cara mengatur

isiyang berubah-ubah dengan cara yang khusus;
e. Hubungan antara teori hukum dengan suatu sistem hukum positif

khususnya adalah hubunggan antara hukum yang mungkin dan
hukum yang Positif.

" Muhamad Erwin. ?A13. Fitsafat hukum Re{leksi Kritis Terhedap Hukum, Jakarta:

PT. Raja Grafindo Persada, halaman 173.
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Bedasarkan keterangan di atas, teoridalam sebuah penelitian dapat

digunakan sebagai landasan bagunan berfikir untuk mengkaii atau

membahas sebuah permasalahan yang dimana bagunan berfikir tersebut

harus sistematis dan terarah agar mendapatkan hasil yang sesuai dengan

pisau analisis teori yang digunakan hingga dapat memperjelas

permasalahan yang akan dikaji.

Teori bennanfaat untuk memberikan dukungan analisis terhadap

tema yang sedang dilakukan penelitian dan dapat memberikan dasar-

dasar dalam mengemukakan hipotesa dalam penelitian, hipotesa dapat

digunakan sebagai alat ukur sekaligus tujuan yang akan dicapai dalam

suatu penelitian yang kemudian dibuktikan kebenarannya serta apabila

relevan dengan hasil penelitian maka dimasukkan ke dalam kesimpulan

suatu penelitian.

Teori memberikan penielasan dengan cara mengorganisasikan dan

mensistematisasikan masalah yang dibicarakan dan teori bisa iuga

mengandung subjektivitas, apalagi berhadapan dengan suatu fenomena

yang cukup kompleks seperti hukum ini.22 Sedangkan M. Solly Lubis

mengatakan bahwa teori merupakan pengetahuan ilmiah yang mencakup

penjelasan mengenai suatu sektor tertentu dari sebuah disiplin keilmuan.z3

" Satlipto Rahardjo. 201A. ilmu Hukum, Bandung: PT. Citr"a A-ditya Bakti, halaman

259.

" M. Sotty Lubis. 2012. Filsafat ltmu dan Penelitian, Medan: PT. Sofmedia,

halaman 30.
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Sedangkan menurut D.H.M Meuwissen menyebtrt ada tiga tugas teori

hukum yaitu :2a

a. Menganalisis dan menerangkan konsep hukum dan konsep-

konsep yuridis (rechtslee$;
b. Hubungan Hukum dengan logika;
c. Metodologi Hukum.

Dari uraian di atas dapat dipaparkan teori sebagai pisau analisis

yang digunakan untuk dijadikan panduan dalam melakukan penelitian,

dengan memberikan penilaian terhadap penemuan fakta atau peristiwa

hukum yang ada. Berdasarkan uraian mengenai teori hukum tersebut,

maka teori hukum yang digunakan dalam penelitian iniadalah :

a. Teori Keadilan

Masalah keadilan, bukanlah masalah yang baru dibicarakan para

ahli. Bahkan, setiap ahli yang mempunyai pandangan yang berbeda

tentang esensi keadilan. Hans Kelsen dalam bukunya generat theary of

taw and sfafe, berpandangan bahwa hukum sebagai tatanan sosial yang

dapat dinyatakan adil apabila dapat mengatur perbuatan manusia dengan

cara yang memuaskan sehingga dapat menernukan kebahagian

didalamnya.25

Pandangan Hans Kelsen yang bersifat positifisme, nilai-nilai

keadilan individu dapat diketahui dengan aturan-aturan hukum yang

2o Slamet Kurnia. il}fi. Pendidikan Hukum, !!mu Hukum Dan Penelitian Hukum di

lndonesia sebuah Reorientasi, Pustaka Pelajar, halaman 79'

" H"ns Kelsen, general theory of law and stafe, diteriemahkan oleh Rasisut

Muttaqin, Bandung, Nusa Media,2011, halaman 7
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mengakomodir nilai-nilai umum, namun tetap pemenuhan rasa keadilan

dan kebahagian diperuntukan tiap individu'

Lebih lanjut Han Kelsen mengemukakan keadilan sebagai

pertimbangan nilai yang bersifat subiektif. Walaupun suatau tatanan yang

adil yang beranggapan bahwa suatu tatanan bukan kebahagian setiap

perorangan, melainkan kebahagian sebesar-besamya bagi sebanyak

mungkin individu dalam arti kelompok, yakni terpenuhi kebutuhan-

kebutuhan tertentu, yang oleh penguasa atau pembuat hukum, dianggap

sebagai kebutuhan-kebutuhan yang patut terpenuhi, seperti kebutuhan

sandang, pangan dan papan. Tetapi kebutuhan-kebutuhan manusia yang

manakah yang patut diuta. Hal ini diiawab dengan mengunakan

pengetahuan rasional, yang merupakan sebuah pertimbangan nilai,

ditentukan oleh faktor-faktor emosional yang bersifat subjektif's

Menurut Hans Kelsen pengertian "Keadilan" bermaknakan legalitas-

suatu peraturan umum adalah "adil" jika ia benar-benar diteraftan,

sementara itu suatu peraturan umum adalah tidak adil" jika diteraftan

pada suatu kasus dan tidak diteraftan pada kasus lain yang serupa'27

Konsep keadilan dan legalitas inilah yang diterfkan dalam hukum nasional

bangsa indonesia, yang memaknai bahwa peraturan hukum nasional

dapat dijadikan payung hukum (!aw unbretta) bagi peraturan peraturan

nasional lainya sesuai tingkatan dan deriatnya dan peraturan hukum itu

26

27
ibit
ibit----------------------------------------------------- 
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memiliki daya ikat terhadap materi-materi yang dimuat (materi muatan)

dalam peraturan hukum tersebut.2s

Kelsen melihat hukum adalah suatu yang sangat subjektif- Dia

berpendapat bahwa apa yang dimaksudkan dengan istilah keadilan

adalah sesuatu yang bermakna hadirnya sebuah kondisi social dimana

setiap orang mendapatkan kepuasan dan kebahagian secara umum.

Keadilan adalah sesuatu hal yang memiliki makna yang sangat indentik

dengan kedilan umum.

Menurut Ketsen, hukum adalah se$uatu yang berbeda dengan

keadilan. Kesalahan besar yang dilakukan pemikir-pemikir hukum alam

adalah memaksakan keadilan termasuk dalam cita-cita hukum. Padahal

ketika keadilan adalah suatu kondisi dimana setiap akan meniadikan

keadilan tidak lebih dari sebuah sosial saja dihadapan hukum. Karakter

hukum yang hanya berbicara tentang benar atau salah, dihukum atau

tidak dihukum, rnelanggar atau tidak melanggar inilah yang memuat

kenahgian sosial secara umum akan mustahil diwujutkan rnelalui hukum.

Kelsen melihat hukum adalah tehnik sosial untuk membuat sebuah

regulasi kehidupan bersama dalam sebuah sistem masyarakat. Jadi

masalah hukum menurut kelsen bukan pada persoalan apakah hukum itu

berujung pada penerapan keadilan atau tidak. Masalah hukum adalah

mumi masalah tentang sebuah teknik sosial. Validitas dan efektifitas

hukum dalam pandangan kelsen adalah dua hal uatma ketika kita

T tbit
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berbicara tentang hukum sebagai sebuah norma. Validitas yang

dimaksudkan adalah apakah sebuah peraturan mengandung norma

hukum atau tidak, Norma hukum yang dimaksudkan disini adalah sebuah

norma yang mengatur tentang tinEkah laku setiap orang untuk melakukan

atau tidak melakukan sesuatu. Sedangkan efektivitas hukum adalah ketika

setiap orang bertindak sesuaidengan norma hukum yang diterapka-

Hukum diciptakan agar setiap anggota masyarakat dan

penyelengara negara melakukan suatu tindakan yang diperlukan untuk

menjaga tatanan sosiat dan mencapai tujuan kehidupan bersama atau

sebaliknya agar tidak malkukan suatu tindakan yang merusak tatanan

keadilan. Setiap pelanggaran akan mendapatkan sanksi sesuai dengan

tingkat pelanggaran itu sendiri. Hukum mewuiutkan sebuah nilai karena ia

merupakan suatu norma. Hukum mewujutkan nilaisekaligus moral, dan itu

hanya bermakna dan itu hanya bermakna bilamana hukum dipandang

sebagai sebuah norma.2e

Permasalahan hukum yang teriadi yang kemudian ditungakan

dalam putusan hakim sehingga membawa pada suatu perenungan bahwa

triminologi keadilan yang notabene ada dalam kaiian filsapat dapatkah

dijadikan sebagai bagian utama dalam pencapaitujuan hukum, mengingat

konsep keadilan yang bersifat abstrak sehingga diperlukan pemahaman

dalam filsafat ilmu hukum yang akan menjelaskan nilai dasar hukurn

" Hans Kelsen, Teor! Hukum Murni, Nusa Media ( peneljemah : Ralsul Mutaqien),

Bandung, 2014, Halman 75.
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secara filosofis sehingga dapat membangun hukum yang sebenarnya'

Keadilan meniadi dasas bagi tiap hukum positif yang bermetabat-

b. Teori Kemanfaatan (Utiiitarian Theoryl

lJtilitarianisme pertama kali dikembangkan oleh Jeremi Bentham

(1748-1831). Persoatan yang di hadapi oleh Bentham pada zaman itu

adalah bagaimana menilai baik buruknya suatu kebijakan sosial politik,

ekonomi, dan legal secara moral. Dengan kata lain bagimana menilai

suatu kebijakan publik yang mempunyai dampak kepada banyak orang

secara moral. Berpijak dari tesis tersebut, Bentham menemukan bahwa

dasar yang paling objektif adalah dengan melihat apakah suatu kebijakan

atau tindakan tertentu membawa manfaat atau hasil yang berguna atiau,

sebaliknya kerugian bagi orang-omng yang terkait.3o

Bila dikaitkan apa yang dinyatakan Bentham pada hukum, maka

baik buruknya hukum harus diukur dari baik buruknya akibat yang

dihasilkan oleh penerapan hukum itu. Suatu ketentuan hukum baru bisa

dinilai baik, jika akibat-akibat yang dihasilkan dari penerapannya adalah

kebaikan, kebahag iaan sebesar-besarnya, dan berku ra ng nya penderitaan'

Dan sebaliknya dinilai buruk jika penerapannya menghasilkan akibat-

akibat yang tidak adil, kerugian, dan hanya memperbesar penderitaan.

Sehingga tidak salah tidak ada para ahli menyatakan bahwa teori

kemanfaatan ini sebagai dasar-dasar ekonomi bagi pemikiran hukum'

to Scnny Keraf , Etika Elsnls Tuntanan dan Relevansinya, 'r.anisrlrs, Ycgyakarta'

1998, hat. 93-94.
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Prinsip utama dari teori ini adalah mengenai tujuan dan evaluasi hukum'

Tuiuan hukum adalah keseiahteraan yang sebesar-besarnya bagi

sebagian terbesar rakyat atau bagi seluruh rakyat, dan evaluasi hukum

dilakukan berdasarkan akibat-akibat yang dihasilkan dari proses

penerapan hukum. Berdasarkan orientasi itu, maka isi hukum adalah

ketentuan tentang pengaturan penciptaan kesejahteraan Negara -31

c. Teori Pembaharuan hukum ( legal reffroml

Keinginan untuk dilakukanya pembaruan hukum pidana sudah ada

sejak tahun 1946 dengan keluamya Undang-Undang Nomor 1 Tahun

1g46 tentang peraturab hukum pidana (berita republic indinesia nomor

9).menurut sudarto, pembaruan hukum pidana sebagai bagian dari polotik

criminal sudah pada tempatnya dan sudah pada waktunya segerah di

laksanakan. Hal initerutama berkaitan dengan adanya ketentuan undang-

undang pidana lama yang diatur dalam kitab undang-undang hukum

pidana sebagai suatu "umberelta act" atau undang-undang yang bersifat

umum. Undang-undang ini akan mempengaruhi pula formulasi

pembentukan undan-undang pidana khusus, sesuai dengan kebutuhan

hukum masyarakat dalam era kemerdekaan dan keterbukaan pada abad

ke-21 ini.32

Kebutuhan pembaruan hukum pidana bersifat menyeluruh

(komprehensif) sudah dipikirkan oleh pakar hukum pidana sejak Tahun

,, Lili Raslidi dan l.B Wyasa Putra, Hgkum sebagai Suafu -c.,sfem, Remaja

Rosdakarya, Bandung, 1993, hal. 79-80.

" . ieguh Sutistia Dan Aria zurneti, hukum pidana horizon baru pasca reformosi, Raia

Grafindo, Jakarta, 2011, halaman 2.
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1960-an yang meliputi hukum pidana materill (subtantif), hukum pidana

formal (procedural,hukum acara pidana), dan hukum pelaksanaan pidana'

Ketiga bidang hukum pidana itu harus sama-sama diperbarui sebagai

konsekuensi dianutnya asas legalitas di dalam hukum pidana lndonesia-

Apabilah hanya salah satu bidang hukum pidana saia diperbaruidan yang

lain tidak, maka akan timbul kesulitan dalam pelaksanaan hukum dan

tujuan pembaruaan tidak tercapai. lni mengingat, tujuan utama

pembaruan hukum pidana ialah untuk penanggulangan keiahatan'33

Usaha pembaruan hukum pidana sudah dimulai sejak mata

permulaan berdirinya republic Indonesia, yaitu saat diproklarnasikan pada

tanggal 17 agustus 1945 di Jakarta. Guna menghindari kekosongan

hukum, UUD 1945 memuat tentang aturan peralihan. Pada pasal ll aturan

peralihan dikatakan bahwa"segala badan Negara dan peraturan yang ada

masih berlaku,selama belum diadakan yang baru menurut UUD ini".

Ketentuan tersebut berarti bahwa hukum pidana dan UU pidana yang

berlaku saat itu, yaitu selama masa pendudukan bala tentara jepang atau

belanda, sebelum ada ketentuan hukum dan undang-undang yang baru.il

Dengan demikian, pembaruan hukum pidana pada hakikatnya

mengandung makna, suatu upaya untuk melakukan reorientasi dan

reformasi hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai central sosiopolitik,

sosiofilosofis, dan sosiokuttural masyarakat lndonesia yang melandasi

kebijakan sisoal, kebijakan criminal, dan kebijakan penegakan hukum di

tt lbid, halaman 4
* lbid, halaman 5
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indinesia. Secara singkat dapatlah dikatakan, bahwa pembaruan hukum

pidana pada hakikatnya harus di tempuh dengan pendekatan yang

berorientasi pada kebiiakan (policy-oriented approach) dan sekaligus

pendekatan yang berorientasi pada nilai (value-oriented approach)'3s

Pembaruan hukum pidana harus ditakukan dengan pendekatan

kebijakan, karna memang pada hakikatnya dia hanya merupakan bagian

dari suatu langkah kebiiakan atau policy (yaitu bagian dari politik

hukum/penegakan hukum, politik hukum pidana,politik criminal,dan poltik

sosial).dengan uraian diatas, dapatlah disimpulkan makna dan hakikat

pembaruan hukum pidana sebagai berikut :

1. Dilihat dari sudut pendekatan kebiiakan :

a. sebagai bagian dari kebijakan social, pembaruan hukum

pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya untuk

mengatasi masalah-masalah social (termasuk kemanusiaan)

dalam rangka mencapai / menunjang tuuan nasional

(kesejahteraan masayarakat dan sebagainya)-

b. sebagai bagian dari kebijakan krininal, pembaruan hukum

pidana pada hakiktanya merupakan bagian dari upaya

perlindungan masyarakat (khususnya upaya penaggulangan

keiahatan).

c. sebagai bagian dari kebiiakan penegakan hr.rkum,pembaruan

hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya

3t 
Bandra Nawawi, Kebijakan Hukum pidana perkembangan penyusun konsep KUHP

baru, Kencana Prenada Media Group, Jakarta , 20A8, halaman 29
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memperbarui subtansi hukum {legal subtance) dalam rangka

lebih mengefektifkan penegakan hukum.

2. Dilihat dari sudut pendekatan nilai :

Pembaruan hukum pidana pada hakikatnya merupakan upaya

melakukan peninjauan dan penilaian kembali (reorientasi dan reefaluasi)

nilai-nilai sosiopolitik,sosiofilosofis,dan sosiokultural yang melandasi dan

memberi isi terhadap muatan nonnative dan subtansi hukum pidana yang

dicita-citakan.bukanlah pembaruan {reformasi) hukum pidana apabila

orientasi nilai dari hukum pidana yang dicita-citakan (misalnya, KUHP

baru) sama saja dengan orientasi nilai dari hukum pidana lama warisan

penjajah (KUHP lama WpS ).36

Pada era reformasi ini ada tiga factor tatanan hukum pidana positif

yang $angat mendesak dan harus segera diperbarui. Pertama, hukum

pidana positif untuk mengatur aspek kehidupan masyarakat sudah tidak

sesuai lagi dengan perkembangan iaman" Sebagai tatanan hukum pidan

apositif merupakan produk hukurn peninggalan colonial belanda.

Misalnya, pada hukum pidana materill seperti KUHP. Ketentuan undang-

undang ini kyrang memiliki relefansi social dengan situasi dan kondisi

social yang diaturnya. lni disebabkan perubahan social diindonesia

dewasa ini adalah perubahan radikal meliputi kehidupan masyarakat'

Kedua, sebagian ketentuan hukum pidana positif tidak seialan lagi dengan

semangat reformasi yang menjunjung tinggi nilai-nilai kebebasan t

36 rh;r/ t-l.l.mrn ?n
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keadilan, kemandirian, HAM, dan demokrasi.kefiga, penerapan ketentuan

hukum pidana positif menimbulkan ketidak adilan terhadap rakyat

khususnya para aktifis politik, HAM, dan kehidupan demokrasi di negeri

tnt

Reformasi hukum pidana harus bisa mengacu kepada kebiiakan

hukum pidana supaya sinergi dengan kepentingan penegakan hukum-

Kebijakan itu meliputi tentang apa saja yang dapat dikriminilisasikan

dalam undang-undang pidana luas. Undang-undang pidana itu bakal

dilaksanakan oleh pemerintah bersama aparat penegak hukum itu sendiri-

Berkaitan dengan pembahuran hukum, maka tugas Hakim dalam

mengabil putusan untuk mengisi kekosongan hukum, agar putusan Hakim

tersebut diterima oleh masyarakan, yang perlu diketahui bagai mana

peran Hakim Tingkat Pertama atau Hakim Agung sebagai pelaku

pembahruan hukum untuk penegakan hukum itu agar putusan yang

diberikan dapat mewujutkan suatu keadilan hukum dan pembaharuan

hukum .37

2. Kerangka Konsep

Kerangka konsep merupakan gambaran bagaimana hubungan

antara konsep-konsep yang diteliti. Konsep hukum dapat dirumuskan

sebagai suatu gagasan yang dapat direalisasikan dalam kerangka

berjalan aktivitas hidup bermasyarakat secara tertib"s Konsep bukan

" Ediwarman , op. Cit, Halamn 120.

" peter Mahmud Marzuki. 2010. Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana Prenada

Media Group, halaman 72.
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merupakan gejala yang akan diteliti, akan tetapi merupakan abstaraksi

dari geiala tersebut. Kerangka konsep digunakan untuk menghindari

terjadinya perbedaan penafsiran terhadap istilah-istilah yang digunakan

dalam penelitian ini.

Adapun kerangka konsep sehubungan penelitian ini dapat

dijelaskan sebagai berikut :

a. Putusan Pengadilan adalah Pernyataan Hakim yang diucapkan

dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa

pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutian hukum

dalam hal serta menurut cara yang diatur dalarn Undang-

Undang. Akan tetapi Pernyataan Hakim yang diucapakan di

dalam persidangan terbuka dapat dijadikan suatu pedoman atau

panutan dalam mengambil putusan yang belum ada ditentuakan

aturan hukumnya .

Adapun yang dimaksud beberapa ketentuan mengenai putusan

pengadilan ialah tentang isi yang harus terkandung dalam

putusan. Artinya Putusan pengadilan harus memuat pernyataan-

pernyataan yang ditentukan dalam pasal 197 ayat (1) KUHAP-

Apabila putusan tidak memuat pemyataan yang ditentukan

dalam pasal 197 ayat (1) jo pasal 197 ayat (2) KUHAP, bisa

mengakibatkan putusan " Bataldemi Hukum'.3s

t'M. Yahya Harhap, S,H. Pes,bafiasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP,

Jakarta: Sinar Grafika, halaman 359 s/d 340.
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b. Pembatalan

Pengertian Pembatalan Putusan adalah putusan yang seiak

semula dijatuhkan, putusan itu dianggap tidak pemah ada, tidak

mempunyai kekuatan dan akibat hukum, dan tidak memiliki daya

eksekusi. Yang bataldemi hukum itu adalah sebatas putusannya

saja .40

Untuk menyatakan suatu putusan batal benar-benar batal secara

formal, maka harus ada pernyataan putusan batal dari intansi

pengdilan yang lebih tinggi, misalkan Putusan Pengadilan Negeri

dibatlakan oleh Putusan Pengadilan Tinggi, dan Putusan

Pengadilan Tinggi dibatalkan oleh Putusan Mahkamah Agung,

Putusan Mahkamah Agung dibatalkan putusan Permohonan

Peninjauan Kembali (PK) .

Putusan Mahkamah Agung R I

Putusan Mahkamah Agung Republik lndonesia sama halnya

dalam pemeriksaan perkara pada sidang Pengadilan Negeri dan

pada tingkat banding di Pengadilan Tinggi, yang pertama-tarna

diteliti ialah hal-halyang berkenan dengan masalah'Tormal". Jika

syarat formal sudah tepat dan terpenuhi, barulah pemeriksaan

pokok perkara dapat dimasuki. Begitu iuga halnya dalam tingkat

kasasi. l_angkah pertama yang harus diteliti Mahkamah Agung

*www. Hukum Online. Com. Pembahasan Permaslahandan Penerapan KUHAP
pemeriksaan Sidang Pengadilan. Banding, Kasasi dan Penijauan Kembali, Jakarta Sinar

Grafika , diakses paOa nali Sabbu Tanggal 1 September 2018, pukul 10. 40 Wib
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hal-hal yang bersangkutan dengan syarat formal. Apabila syarat-

syarat formal permintaan kasasi telah syah dan terpenuhi, baru

dapat diperikasa meteri perkaranya-4I

Setelah Mahkamah Agung Republik lndonesia memeriksa

permohonan kasasi berpendapat permohonan telah memenuhi

syarat formal yang ditentukan Pasal 245,246 dan 248 KUHAP,

barulah Mahkamah Agung dapat merneriksa mengenai

hukumannya serta memutus untuk . menolak " atau t'

mengabulkanya" dan atau " menguatkan"-42

c. Dikaitkan dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Makna atau arti dikaitkan yaitu suatu tindak Pidana Narkotika

yang berhubungan dengan Putusan Pengadilan Negeri Kisaran

yang nota benenya kontroversi atau berbeda dan atau bertolak

belakang dengan Putusan Mahkamah Agung dalam mengambil

putusan yang telah ditentukan maksimal dan minimal

hukumanya , sebagaimana termuat dalam pasal 112 ayat (1)

undang-undang Republik tndonesia No. 35 Tahun 2009 tentang

Narkotika.

G. Metode Penelitian

o'M. Yahya Harhap, S,H ,Op, Cit, ha!=r'nan 583"
o' lbid, halaman 584.
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1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah

penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian

yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (data sekunder) atau

penelitian hukum kepustakaan.o3 Penelitian hukum normatif merupakan

suatu prosedur penetitian ilmiah untuk menemukan kebenaran

berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Logika keilmuan

yang sering dalam penelitian hukum normatif yaitu ilmu hukum yang

objeknya hukum itu sendiri.e

Penelitian hukum normatif terdiri dari :45

a. Asas Hukum Regulatif (yang sejajar dengan pembedaan rnenjadi
asas hukum umum dan asas hukum khusus)

b. Asas hukum Konsitutif merupakan asas-asas yang harus ada
dalam kehidupan suatu sistem hukum.

Penelitian ini bertuiuan {Trengungkapkan kenyataan sampai se}auh

mana suatu perundang-undangan tertentu serasi secara vertical dan

horizontaldengan suatu aturan lain, sehingga terjadi singkronisasi hukum.

Penelitian dalam tesis ini adalah bersifat deskriptif analisis.ao

Penelitian yang bersifat deskriptif analisis merupakan suatu penelitian

yang mengambarkan, menelaah, menjelaskan dan rnenganalisis suatu

o' Ediwarman. 2009. l/loncgrat lr"4--tade Fen*!i!!an Hukun., Illedan, edisi ke !!,

halaman24.* Jhonny lbrahim. 2006. Teori Dan Metedologi Penelitian Hukum Normatif,

Jakarta; Pustaka Pelajar, halaman 57.
ou Ediwarman,Op.,Cit, halaman 30.
ou Bambang Waluyo. 1996. Penelitian Hukum Dalam Praktek, Jakarta: Sinar

Grafika, halaman 8.
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peratumn hukum.aT Penelitian ini merupakan suatu kegiatan ilmiah yang

didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang

bertujuan untuk mempelajari suatu hukum tertentu dengan ialan

menganalisanya.aB

2. Sumber Data Penelitian

Data pokok dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data

atau informasi hasil penelaahan dokumen penelitian serupa pernah

dilakukan sebelumnya, bahan kepustakaan seperti buku'buku, literatur,

koran, majalah, jurnal ataupun arsip-arsip yang sesuai dengan penelitian

yang akan di bahas yang meliPuti:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yakini bahan-bahan yang terdiri dari

Peraturan Perundang-Undangan. Bahan hukum primer yaitu

bahan-bahan.ae Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman

(UU Nomor 14 tahun 1970), Undang-undang Nomor 35 Tahun

2009 tentang Narkotika, serta Putusan Pengadilan Negeri Kisaran

No. 09/Pid.sus/2016/PN-Kis. Jo Putusan Mahkamah Agung

Republik Indonesia Nomor No.1573 t(Pid.Sus/2016 .

b. Bahan hukum sekunder

o'Soerjeno Soekamto., Op.,C'it, halaman 5.
o'Soerjono Soekamto, /bld, halaman 43.
ot Jhoni lbrahim.2006. Ieori Dan Penetitian Hukum Normatif , Matang: Pubtishing,

halaman 295.
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Bahan hukum sekunder adalah berupa buku-buku dan tulisan-

tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan obiek penelitian.so Yaitu

bahan-bahan yang memberikan penjelasan menegenai bahan

hukum primer, seperti tulisan, jurnal dan buku-buku yang dianggap

berkaitan dengan pokok permasalahan yang akan diangkat.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petuniuk

maupun penlelasan terhadap bahan hukum prirner dan bahan

hukum sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia.sl Bahan

hukum tersier merupakan bahan hukum penunjang yang

memberikan petunjuk dan penielasan terhadap bahan hukum

primer dan bahan hukum sekunder.

3. Teknik Pengumpul Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini

adalah melalui studi kepustakaan (library research), untuk mendapatkan

konsepsi teori dan doktrin, pendapat atau pemikir konseptual dan

penelitian terdahulu yang berhubungan dengan objek penelitian ini yang

dapat berupa Peraturan Perundang-Undangan, buku, tulisan ilmiah dan

karya-karya ilmiah lainnya.

s0 Zainuddin Ali. 2009, Metode Penelitian Hukum- Edisi 1 (satu), Cetakan Pertarna'

Jakarta: Sinar Grafika, halaman 106.
sl Amiruddin dan Zainal Asikin. 2}fi. Pengantar Metode Penelitian Hukum. Edisl

Satu, Cetakan Ketuiuh. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 119.
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4. Alat Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan studi

dokumen dimana seluruh data sekunder yang dipergunakan dalam

penelitian ini, dikumpulkan dengan mempergunakan studi dokumen' Pada

tahap awal pengumpulan data, dilakukan inventaris seluruh data dan atau

dokumen yang relevan dengan topik pembahasan. Selanjutnya dilakukan

pengkategorian data-data tersebut berdasarkan rumusan masalah yang

telah ditetapkan. Data tersebut selanjutnya dianalisis dengan metode

analisis yang telah dipilih.s2

5. Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data

Pengumputan data merupakan salah satu tahapan dalam proses

penelitian yang sifatnya mutlak untuk dilakukan karena data merupakan

sumber yang akan diteliti. Pengumpulan data difokuskan pada pokok

permasalahan yang ada, sehingga dalam penelitian tidak teriadi

penyimpangan dan kekaburan dalam pembahasannya. Pengumpulan

data primer dan data skunder.

Penelitian ini menggunakan bahan yang diperoleh dari hasil

penelitian kepustakaan. Dari penelitian kepustakaan dikumpulkan data

sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan

bahan hukum tersier.s Studi kepustakaan ini untuk menmri konsep-

konsep, teori-teori, pendapat-pendapat atau penemuan-penemuan yang

u'Munir Fuady. 2OOT.Dinamika Teori Hukum, Jakarta: Ghatia lndonesia, halaman 6
5u Soerjono Soekamto dan Sri Mamudji,Op.,Cff, halaman 39.
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berhubungan erat dengan pokok permasalahan. Kepustakaan tersebut

dapat berupa Peraturan Perundang-Undangan, karya ilmiah para sariana

dan lain-lain.

6. Analisis Data

Analisis data adalah suatu proses mengatur urutan data,

membuatnya kedalam suatu pola, kategori, dan suatu uraian dasar's

Analisis data dalam penetitian ini menggunakan secara kualitatif, yaitu

didasarkan pada relevansi data dengan permasalahan, bukan

berdasarkan banyaknya data (kuantitatif).s Analisis kualitatif ini dengan

norma-norma, aSaS-aSaS, prinsip-prinsip, konsep-konsep, doktrin-

doktrinrs6

Analisis data akan dilakukan dengan cara melakukan penelaahan

terhadap Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dan Putusan Mahkamah

Agung sebagai pelaku pembaharuan hukum ( Iegal refftom )57' Data yang

berupa penelitian tersebut akan dianalisis secara deduktif agar sampai

ada suatu kesimpulan akhir yang akan menjawab semua pokok

permasatahan dalam penelitian ini.58

to 
Le-xy J.Moleong. 2A04. Metadalogi Penelitian Kualitati{, Bandung: PT. Remaja

Rosda Karya, halaman 103.

" Johny lbrahim, OP. Cit, hlm 161.
tu tbid. , hlm 306 dan 31 0-31 1 .

u' Ediwarman, halaman, OP.cit 121
t'Miles dan Hubberman, 1992. Analisis Data Kualitatif: Euku Tentang Sumber

Data-Data Baru, Universitas lndonesia Press, Halaman 15-20
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BAB II

PENGATURAN HUKUM TERHADAP PELAKUK TINDAK PIDANA
NARTKOTIKA

A. Aturan Hukum lnternasional

1. Deklarasi Universal tentang Hak-Hak Asasi ManusiaIDUHAH
(universal Declaration of Humen Rights), Resolusi No. 217 A
(llt) tanggal t0 Desember 1948.

Dokumen DUHAM merumuskan beberapa perinsip yang berkaitan

dengan peradilan seffira umum, yaitu pasal 5 DUHAM " tidak Seorang pun

boleh dianiaya atau dipertakukan secara kejam, ditangkap, ditahan, atau

dibuang Secara Sewenang-wenang " Pasal I DUHAM : " tidak Seorang

pun boleh ditangkap, ditahan atau dibuang secara sewenang -wenang.se

Pasal l0 DUHAM : " Setiap orang berhak dalam persamaan yang

sepenuhnya didengarkan suaranya di muka umum dan secara adil oleh

pengadilan yang merdeka dan tidak memihak, dalam hal menetapkan

hak-hak dan kewajibannya dan dalam setiap tuntutan pidana yang

d itujukan tehadapanya.oo

Pasal 11 DUHAM : " setiap orang yang dituntut karena disangka

melakukan suatu pelangaran pidana dianggap tidak bercalah, sampai

dibuktikan kesalhanya menurut undang-undang dalam sauatu sidang

t'http=. www. (cmnasharn. ge.id , Deklorus! tJnivzrsq! Hqk-Hsk Manusiq, diakses
pada hari Sabbu Tanggal 1 September 2018, pukul 10. 40 Wib

* tbid.
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pengadilan yang terbuka, dan di dalam sidang itu diberikan segala

jaminan yang perlu untuk pembelaanya'61

2. Konvensi Tunggal Narkotik (Singel Camventian an Nakolik
D rugs, t 96?) beserta pratokol peru ba ha ny a I 97 2.

Konvensi Tunggal Narkotik ( Singel Cornvention on Nakffi'

Drugs,1961) merupakan hasil dan tJnited Nation For Adoption of a Siryle

Covercntion on NarcCItic Drugs yang diselenggarakan di New Yok dali

tanggal 24 Januari sampai dengan 25 Maret 1961, dan dibuka urtuk

penandatangnan pada tanggal 30 Maret 1961. Konvensi ini bertuiuan

untuk :62

a. Menciptakan sauatu konvrensi yang pada umumnya dapat

diterima oleh negara-nega!"a di dunia ini, dan dapat mengganti
peraturan-peraturan pengawsan internasional atas Narkotika
yang bercerai-berai di dalam 8 (delapan) buah perlaniian

internasional.
b. Menyempurnakan cara-cara pengawasan Narkotika dan

mengatasi pengunaannya khusus untuk kepentin pengobatan

dan atau tujuan iimu Pengetahuan.
c. Menjamin adanya kerja sama internasional dalam pengau/asan

agar maksud dan tujuanya tersebut tercapai'

Konvensi Tunggal Narkotika 1961 terdiri dari 51 Pasal yang berisi

pelbagai ketentuan mengenai Narkotika yaitu tentang jenis-jenisnya, cara

pengawasan termasuk lalu lintas, tindakan-tindakan yang harus diambil

dan lain sebagainya.63

Setelah Konvensi Tunggal Narkotika berialan selama 1'l (sebelas)

tahun, maka dirasa perlu untuk mengadakan perubahan terhadap kovensi

"'rbid.e Soedjono Dirdosisworo, Hukum Na*otika lndanesia, Bandung : Alumi 1987
u tbid.halaman 220
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tersebut. Pada tanggal 6 Maret sampai dengan 24 Maret 1972 di Jenewa

telah diselenggarakan suatu konfrensi (United Nations Conference to

consider Amandements ti the Single Convention on Na*otic Drugs,1961)

yang menghasilkan Protocol yang mengubah Konvensi Tunggal Narkotika

1961 (Protocol Amending the Singel Comvention on Nakotic Drugs,1961),

dan yang dibuka untuk penandatangan pada tanggal 25 Maret 1972.

Protokol ini memberikan penguatan pada ketentuan yang berkaitan

dengan upaya pengobatan dan rehabilitasi terhadap penyalagunaan

Narkotika. Selain itu, protokol ini juga memperkuat kedudukan dan

peranan lntemasional Narcotics Control Board (INCB) dalam melakukan

pemantauan dan penegakan ketentuan yang tercantum dalam Konverensi

Tunggal Narkotika 1961 guna menekan peredaran gelap narkotika. e

3. Konvensi PBB Tantang Pemberantasan Gelap Narkotika dan
Psikotropika (United ilafions Conventions Againts Micit Traffic
in Narcotic Drugs and Paycotropic Subatance, 19881.

Pokok-pokok pikiran yang melatarbelakangi konvensi ini antara lain

bahwa masyarakat bangsa-bangsa dan negara-negara didunia perlu

memberi perhatian dan prioritas uatma atas masalah pemberatasan

peredaran gelap narkotika dan pisikotrapika yang merupakan masalah

semua negara yang perlu ditangani secara bersama. Ketentuan-

Ketentuan yang telah diatur dalam Konvensi Tunggal Narkotika beserta

protokol perubahanya perlu dipertegas dan sempurnakan sebagai sarana

hukum untuk mencegah dan memberantas peredaran gelap narkotika,

* 
tbid.
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juga perlu memperkuat dan meningkatkan sarana hukum yang lebih

efektif dalam rangka keriasama internasional di bidang kriminal untuk

memberantas organisasi kejahatan intemasional dalam kegiatan

peredaran gelap narkotika dan psikotrapika' 65

Adapun pokok-poko isi konvensi ini adalah sebagai beriku :66

a. Ruang Lungkup Konvensi.

Konvensi bertujuan untuk meningkatkan keriasama internasional

yang lebih efektif terhadap berbagai aspek peredaran gelap narkotika

dan psikokopika. Untuk itu tuiuan tersebut, paru pihak akan

menyelesaikan peraturan perundang-undangan dan prosudur

atministrasi masing-masing sesuai kovensi ini dengan tidak

mengabaikan asas kesamaan kedaulatan, keutuhan wilayah negara,

serta asas tidak mencampuri urusan yang pada hakekatnya merupakan

masalah dalam negeri masing-masing.

b, Keiahatan dan $anksi.

Tanpa mengabaikan prinsip-prinsip hukum masing-masing Negara-

negara Pihak dari Konvensi akan mengambiltindakan yang perlu untuk

menetapkan sebagai kejahatan setiap peredaran gelap Narkotika dan

psikotropika. Pengertian peredaran mencakup berbagai dari awal

sekali, yaitu mulai dari penanaman, produksi, penyaluran, lalulintas,

pengendaran, sampai ke pemakaiannya, termasuk untuk pemakaian

" lbid. Halaman.45-46.
6 penjelasan Undang-undang Namor 7 Tahun 7997 tentang pengesahan United Nations

Canvention Agsints liicit Trafftc i* Narcatk Drugs and Psyeotropic Stlbstonce, 1988 { Konvensi PBB

tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika' 1988).
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pribadi.Terhadap kejahatan tersebut diatas, dapat dikenakan sanksi

berupa pidana peniara atau bentuk perampasan kemerdekan, denda

dan penyitaan aset seiauh dapat dibuktikan sebagai hasil dari

kejahatan. Di samping itu pelakunya dapat dikenakan pemidanaan,

puma rawat, rehabilitasi, atau re-intergrasi sosial. Para pihak menjamin

bahwa lembaga peradilan dan peiabat berwenang lainnya yang

mempunyai yurisdiksi dapat mempertimbangkan keadaan nyata yaqg

menyebabkan kejahatan sebagai mana dimaksud dalam pasal 3 ayat

(1), merupakan kejahatan serius, seperti :

a. Keterlibatan didalam kejahatan dari kelompok kejah#n

teroganisasi yang pelakunya sebagai anggota'

b. Keterlibatan pelaku dalam kegiatan keiahatan lain yang

terorganisasi secara internasional.

c. Keterlibatan dalam perbuatan melawan hukum lain yang

d ipermudah oleh d ilakuka nya kejahata n tersebut-

d Ppengunaan kekerasan atau senjata apioleh pelaku.

e. Kejahatan dilakukan oleh pegawai negeri dan keiahatan ihl

berkaitan dengan jabatan.

f. Menjadikan anak-anak sebagai korban atau menggunakan anak-

anak untuk melakukan kejahatan.

g. Kejahatan dilakukan didalam atau disekitar bmbagp

permasyarakatan, lembaga pendidikan, lembaga pelayanan so6hl,
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atau tempat-tempat lain anak sekolah atau pelajar berkumpul untuk

melakukan kegiatan pendidikan, olahraga, dan kegiatan sosial.

h. Sebelum menfatuhkan sangsi pidana, khususnys pengulangan

kejahatan serupa yang dilakukan, baik di dalam maupun di luar

negeri sepanjang kejahatan tersebut dapat diiangkau, oleh hukum

nasional masing-masing Pihak. Kejahatan-Kejahatan yang

dimaksud dalarn Konvensi ini adalah jenis-jenis kejahatan yang

menurut sistem hukum nasional negara pihak dianggap sebagai

tindakan yang dapat dituntut dan dipidana.

c. Yuridiksi.

Negara Pihak harus mengambil tindakan yang yuridiksi terhadap

berbagai kejahatan yang dilakukan oleh pelaku atau tersangka sebagai

mana dimakksud dalam pasal 3 ayat (1) Konvensi, baik terhadap

keiahatan yang dilakukan di wilayah, di atas kapal atau di pesawat

udara Negara Pihak tersebut, baik yang dilakukan olefi

warganegaranya maupun oleh orang yang bertempat tinggal di wilayah

tersebut. Masing-masing Pihak harus mengambiljuga tindakan apabila

diperlukan untuk menetapkan yurisdiksi atas kejahatan sebagairnana

dimaksud dalam pasal 3 ayat (1), jika tersangka pelaku kejahahn

berada didalam wilayah dan tidak di ekstradisikan ke Pihak lain.

d. Perampasan

Para Pihak merampas Narkotika dan pisikotropika, bahan-bahan

peralatan lainya yang merupakan hasil dari keiahatan sebagai mana
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yang dimaksud di dalam pasal 3 ayat (1) Konvensi. Lembaga

pendidikan peradilan atau peiabat yang berwenang dari Negara Pihak

berwenang untuk memeriksa atau menyita catan bank, keuangan atau

perdagangan. Petugas atau badan yang diharuskan menunjukan

catatan tersebut tidak menolaknya dengan alasan kerahasian bank'

Kecuati dapat dibuktikan sebaliknya, seluruh kekayan dari suber yang

sah, maka pemmpasan hanya dikenakan sebatas nilai taksiran hasil

kejahatan yang tercampur. Namun demikian, perampasan tersebut

baru dapat berlaku setelah diatur oleh hukum nasional Negara Pihak'

e. Ektradisi

Kejahatan sebagai mana yang dimaksud dalam Pasak 3 ayat (1)

Konvensi ini termasuk kejahatan yang dapat diekstradisikan dalam

perjanjian ektradisi yang diadakan di antara Para Pihak Apabila Para

Pihak tidak mempunyai perianiian ekstradisi, maka Konvensi ini dapat

digunakan sebagai dasar hukum ekstradisi bagi keiahatan yang

termasuk dalam lingkup berlakunya pasal ini.

f. Bantuan Hukum Timbal Balik.

para Pihak akan memberikan bantuan hukum timbal balik dalam

penyidikan, penuntutan dan proses acara sidang yang berkaitan

dengan kejahatan dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) Konvensiini. Bantu

hukum timbal balik dapat di minta untuk kepeduan : a. mengambit alat

buktl atau pemyatan dari orang, b. memberikan pelayanan dokumen

hukum, c. melakuakan penggeledahan dan penyitaan, d- memeriksa
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benda dan lokasai, f. Memberikan dokumen asli atau salinan dokumen

yang relevan yang disahkan atau catatannya, tennasuk catatan-catatan

bank, keuangan, perusahan, atiau perdagangan, atau g'

Mengindentifikasi atau melacak hasil kejahatan, kekayaan,

perlengkapan atau benda lain untuk keperluan pembuktian.

g. Pengalihan Proses Perkam.

Dibukanya kemungkinan bagi Negara Pihak untuk mengalihkan

proses acara dari negara satu ke Negara lainya, iika pengalihan proses

acara tersebut dipandang perlu untuk kepentingan pelaksanaan

peradilan yang lebih baik.

h, Keriasama Peringatan Penegakan Hukum.

Para Pihak saling bekeda sama erat, sesuai dengan sistem hukum

dan sistem atministrasi masing-masing, dalam rangka meningkatkan

Secara efeltif tindakan penegakan hukum untuk memberantas

kejahatan sebagai mana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) Konvensi ini,

antara lain : a. membentuk dan memelihara jalur komunikasi antara

lembaga dan dinas masing-masing yang benrenang, untuk

memudahkan pertukaran informasi, b. saling keria sama dalam

melakukan pemeriksaan yang berkaiatan dengan keiahatan dimaksud

dalam pasal 3 ayat (1) Konvensi ini, c. membentuk tim gabungan, d.

menyediakan bahan-bahan yang diperlukan untukm analisa dan

penyidikan, e. mengadkan program latihan khusus bagi personil

penegak hukum atau personil lainya termasuk pabean yang bertugas
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memberantas kejahatan tersebut dalam pasal 3 ayat (1) Konvensi ini,

dan t. merencanakan dan melaksanakan program penelitian dan

pengembangan yang dirancang untuk meningkatkan keahlian.

i. Keria Sama Organisasi lnternasional dan Bantuan bagi Negera

Transit.

para pihak harus bekerja Eama langsung atau rnelalui organisasi

internasional atau regional yang berwenang untuk rnembantu dan

mendukung negara transit, khususnya negara-negara berkembang,

yang membutuhkan bantuan melelui program keria tiehnik guna mence-

gah kejahatan dan kegitan laian yang terkaiat -

i. Penyerahan yang Diawasi.

Untuk kepentingan indentivikasi orang-orang yang tertribat dalarn

sebagaimana di maksud dalam pasal 3 ayat (1) Konvensi, Para Pihak

dapat mengambil berbagai tindakan yang perlu dalam batas

kemampuan untuk mengunakan penyerahan yang diawasi (eontralled

detivery) pada tingkat intemasional berdasarkan Persetujuan atau

Pengaturan yang disepakati bersama oleh masing-masing pihak,

sepanjang tindakan tersebut tidak bertentangan dengan sistem hukum

nasionalnya. Keputusan mengunakan penyerahan yang diawasi

dilakukan secara khusus demi khusus. Barang kiriman gelap yang

penyerahannya diawasi telah disetuiui, atas persetuiuan Para Pihak

yang bercangkutan, dapat diperiksa, dan dibiarkan lewat dengan
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membiarkan Narkotika atau psikotropika tetap utuh, dikeluarkan atau

seluruhnya atau sebahagian.

k. Bahan-Bahan yang Sering Digunakan Dalam Pembuatan Secara

Gelap Narkotika dan Psikotropika.

setiap tahun, Para Pihak harus melaporkan kepada Badan

mengenai Penggunaan Bahan-bahan yang terdapat di dalam Tabel I

dan ll, yang bahan-bahan yang dipergunakan untuk memproduksi

Narkotika dan psikotropika. Laporan tersebut disampaikan kepada Para

Pihak dan Komisi melalui Sekertaris Jenderal untuk mendapatkan

tanggapan. Berdasarkan tanggapan tersebut, melalui kerjasama, Para

Pihak harus mengambil tindakan yang diperlukan dalam mencegah

penyalahgunaan bahan-bahan yang termasuk Tabel I dan Tabel ll-

i. Pembasmian Tanaman Gelap Narkotika dan Peniadaan Gelap

Narkotika dan PsikotroPi ka'

Dalam Komisi ini ditetapkan bahwa para pihak harus mengambil

tindakan yang tepat untuk mencegah penanaman secara gelap dan

pemberantasan tanaman yang mengandung Narkotika dan

psikotropika yang ditanam diwilayahnya masing-masing, serta

mendorong kerjasama untuk meningkatkan efektifitas pembasmian

meliputi d ukungan pembinaan desa terpadu yang mengarah pada

pembinaan artematif ekonomis yang lebih baik dari pada melakukan

penanaman secara gelap tanaman tersebut. Para pihak harus juga

mempermudah pertukaran ilmiah, tehnik, dan pelaksanaan penelitian.
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m.Pengangkutan Komersil.

Sehubungan dengan pengangkutan komersil, Konvensi ini

mengharuskan Para Pihak untuk mengambil tindakan yang diperlukan

guna menjamin agar angkutan komersial tidak digunakan untuk

kejahatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) dan

mengambil tindakan penegahan dan pengamanan serta mengadakan

keriasama diantara pejabat yang berwenang dan

n. Dokumen Perdagangan dan Pemasangan Lebel Ekspor.

Dokumen perdagangan seperti faktus, suarat muatan kargo,

dokumen pabean, suarat pengangkutan, dan pengadaan lainya serta

pemasangan lebel Narkotika dan psikotropika yang sah akan

didokumentasi secara baik. Di dalam lebel ekspor tersebut harus

dicantumkan nama Narkotika dan psikotropika, iumlah yang diekspor

serta nama dan alamat eksportir dan importir'

o. Lalu Lintas Gelap iielalui Laut

Di dalam Konvensi ini ditetapkan bahwa Para Pihak harus

bekerjasama untuk memberantas lalu lintas gelap melalui laut, sungai

dalam hukum laut intemasional atas perianjian yang beralaku antara

Para Pihak. Negara Bendera dapat meberi izin kepada Negara Peminta

untuk, inter alia, memasuki dan memerikasa kapal serta mengambil

tindakan yang diperlukan menyangku kapal, orang dan muatan dalam

kapal, jika terbukti dalam peredaran gelap. Tindakan tersebut hanya

dilakukan oleh kapal perang atau pesawat terbang militer atau kapal
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laut atau pesawat terbang lain yang diberi tanda dengan ielas sebagai

kapal laut atau pesawat terbang pemerintah.

q.Tindakan yang Lebih Ketat untuk Mencegah atau lllemberantas

Peredaran Gelap Narkotika.

Negara-negara Pihak dapat mengambil tindakan yang lebih ketat

daripada yang diatur datam Konvensi ini, iika tindakan itu memang

diperlukan untuk mencegah atau memberantas peredaran gelap

Narkotika.

r. Percelisihan.

Perselisihan yang timbul di antara Para Pihak dalam menapsirkan

atau menerapkan Konvensi ini, akan diselesaikan melalui negoisasi,

pemeriksaan, mediasi, konsiliasi, arbitasi, atau cara penyelesaian

perselisian dengan jalan damai yang mereka pilih. Jika perselisihan

tersebut tidak dapat diselesaikan sebagaimana tercebut diatas, dengan

pennintaan dari salah satu Pihak yang berselisih, permasdlahan dapat

diajukan ke Mahkamah Internasional. Jika pihak didalarn perselisihan

adalah suatu organisasi integarasi ekonomi regional, melalui Negara

Anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa dapat dimintakan Pendapat

(Advisory Opinion) Mahkamah lntemasional sebagai ptltusan yang

mengikat.

B. Aturan Hukum Nasional

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik lndonesai Tahun
1945.
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uuD 45 merumuskan bahwa tedapat beberapa ketentuan yang

mendasar untuk melindungi hak-hak setiap orang secara universal

sebagai tercantum dalam pasal 28 G, Pasal 28 H, Pasal 28 l, Pasal 29

antar lain :

Pasal 28 G ayat (1) " Setiap orang berhak atas perlindungan dari

pribadi, ketuarga, kehormatan martabat dan harta benda uang dibawah

kekuasanya, serta berhak rasa arnan dan perlindungan dari ancaman

ketakutan berbuat sesuatu merupakan hak asasi, ayat (2) " Setiap orang

berhak untuk bebas dari penyiksaan dan perlakukan yang merendahkan

derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik negarEl

lain.

Pasal 28 H ayat (1) . $etiap orang befrak hidup seiahterah lahir

dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hldup baik dan

sehat dan serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Ayat (2) .

Setiap orang mendapatkan kernudahan dan perlakukan khusus untuk

memperoleh kesempatan dan mamfaat yang sama guna rnencapai

persamaan dan keadilan. Ayat (3) " Setiap orang berhak atas jaminan

sosial yang mumungkinkan pengembengan dirinya secara utuh sebagai

manuasia yang bennatabat. Ayat (4) ' Setiap orang berhak mempunyai

hak milik pribadi dan hak milik ter:sebut tidak boleh diambil alih secara

sewenang-wenang oleh siaPun.

Pasal 28 I ayat (1) " Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak

kemerdekaan pikiran, hak beagama, hak untuk tidak diperbudak, hak
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untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, untuk tidak dituntut atas

dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak

dapat dikrangi dalm keadan apapun. Ayat (2) "Setiap orang berhak bebas

atas perlakukan yang bersifat deskriminatif atas dasar apa pun dan

berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakukan yang bersifat

deskriminatif itu. Ayat (3) " lndentitas budaya dan hak masyarkat

tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan

peradapan. Ayat (4) " Perlindungan, pemaiuan, penegakan, dan

Pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung iawab negara, tertama

pemerintah. Ayat (5)" Untuk menegakan dan melindungi hak asasi

manusia sesuai dengan perinsip negara hukurn yang demokratis, maka

pelasanaan hak asasi manuasia diiamin, diatur, dan dituangkan dalam

peratu ran perundang-undangan.67

Pasal 28 D ayat (1 ) " Setiap orang berhak atas pengkuan, iamlnan,

pertindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama

didepan hukum .. Peraturan mengenai hak atas keadilan initertuang pula

dalam UU No 39 Tahun 1999 pasal 17-19 sebagai berikut :

Pasal 17 " Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk

memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan,

gugatan, dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili

melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan

67 
ZuhCiachamd.blogspat.com , Ha* dslam Undang*nda*g Dasar 7945, diakses pada

hari Sabbu Tanggal 1 Agustus 2018, pukul 10. 40 Wib
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hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang obyektif oleh hakim yang

jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar.

Pasal 18 'setiap yang ditangkap, ditahan, dan dituntut karena

disangka melakukan sesuatu tindak pidana berhak dianggap tidak

bersalah, sampaidibuktikan kesalahannya secara sah dalam suatu sidang

pengadilan dan diberikan segala jaminan hukum yang diperlukan untuk

pembelaan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan -

Setiap orang tidak boleh dituntut untuk dihukum atau diiatuhi pidana,

kecuali berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan yang ada

sebelum tindak pidana itu dilakukannya.

Setiap orang dapat perubahan dalam peraturan perundang-

undangan, maka berlaku ketentuan yang paling menguntungkan bagi

tersangka. Setiap orang yang diperiksa berhak mendapatkan bantuan

hukum seiak saat penyidikan sampai adanya putusan pengadilan yang

telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Setiap orang tidak dapat

dituntut untuk kedua kalinya dalam perkara yang sama atas suatu

perbuatan yang telah memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan

hukum tetap.

Pasal 19 " tiada suatu pelanggaran atau kejahatan apapun diancam

dengan hukuman berupa perampasan seluruh harta benda kekayaan milik

yang bersalah. Tidak seseorang atas putusan pengadilan boleh dipidana

penjara atau kurungan berdasad<an atas alasan ketidakmampuan untuk

memenuhisuatu kewaiiban dalam perianiian utang piutang.
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2. Undang- Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Latar belakang Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang

Narkotika, hal ini dikarenakan Negara lndonesia meratifikasi Konvensi

Tunggal Narkotika pada Tahun 1961 beserta Protocol Tahun 1972 dalam

Undang-Undang Nomor I Tahun 1976.68

Kemudian pada tahun 1997 juga diratifikasi Konvensi Perserikatan

Bangsa-bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan

Psikotropika. 1988 (United Nation Convention Against lllicit Tnffic ln

Narcatic Drug And Psychotropic Substances, fg88 ).6s

Dalam perkembangan pengaturan masalah Narkoba kemudian'

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika direvisi menjadi

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, dengan dalih bahwa tindak

pidana telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan menggunakan

modus operandi yang tinggi.To

Dalam Undang-Undang Narkotika No. 35 Tahun 2009 Tentang

Narkotika. Pasal 1 ayat (1) meyebutkan bahwa Narkotika adalah Zat atau

obat yang berasaldari tanaman, baik yang sitetis maupun simensitis, yang

menyebabkan penurunan atrau perbahan kesadaran, hilangnya rasa,

mengurangi sampai hilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan

ketergantungan.

ut WWW. Latar belskang regulasi Norkqtiko-Negoro Hukum com, di akses pada hari

senin Tanggal 6 Agustus 2018.
ut tbid.

'o tbid.
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Dalam Undang-Undang Narkotika No. 35 Tahun 2009 Tentang

Narkotika membagi Narkotika meniadi 3 golongan yaitu :

2.1. Narkotika Golongan I

Yang dimaksud dengan Narkotika golongan I adalah narkotika

yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu

pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi

sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

Adapun apa saja yang termasuk narkotika golongan I sesuai

dengan Lampiran UU Narkotika adalah sebanyak 26 macam, yakni :

1.1. Tanaman Papaver sarnniferum L dan sernua bagian-bagiannya

termasuk buah dan ieraminya, kecuali biiinya.

1.2 Opium mentah, yaitu getah yang membeku sendiri, yang diperoleh

dari tanaman papaver somniferum L yang hanya mengalami

pengolahan sekedar untuk pembungkus dan pengangkutan tanpa

memperhatikan kadar morfinnYa.

1.3. Opium masak terdiri dari:

a. Candu, hasil yang diperoleh dari opium mentah melalui suatu

rentetan penggolongan khususnya dengan pelarutan, pemanasan,

dan peragian dengan atau tanpa penambahan bahan-bahan lain,

dengan maksud mengubahnya meniadi suatu ekstrak yang cocok

untuk pemadatan.
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b. Jicing, sisa-sisa dari candu setelah dihisap' tanpa

rnemperhatikan apakah candu itu dicampur dengan daun atau

bahan lain.

c. Jicingko, hasil yang diperoleh dari pengolahan Jicing. Tanaman

Koka, tanaman dari semua genus erytraxylon dari keluarga

erythroxylaceae termasuk buah dan biiinya.

Tanaman koka, tanaman dari semua jenis erythroxylon dari

keluarga erythroxlac€ae termasuk buah dan bijinya'

Daun koka, daun yang belum atau sudah dikeringkan atau dalam

bentuk serbuk dari keluarga erythroxlaceae termasuk buah dan

bijinya yang menghasilkan kokain secara langsung atau melalui

perubahan kimia.

Kokain mentah, semua hasil yang diperoleh dari daun koka yang

dapat diolah secara langsung untuk mendapatkan kokain'

Kokaina.

Tanaman ganja.

Tetrahydrocannabinoldan semua isomer serta semua bentuk streo

kimianya.

Delta I tetrahydrocannabinoldan semua bentuk streo kimianya-

Asetorfina.

Acetil- alfa - metitfentamil.

Alfa - metltfentamil.

Alfa - metiltiofentamil.
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1.15. Beta - hidroksilfentamil

1.16. Beta - hidroksi - 3 metilfentamil.

1.17. Desomorfina.

1.18. Etorfina.

1.19. Heroina

1.2A. Ketobenmidona

1.21. 3 - metilfentanil.

1.22. 3 - metiltiofentanil

1.23. MPPP

1.24. Para - fluorofentanil.

1.25. PEPAP

1.26. Tiofentamil

2.2. Narkotika golongan ll

Yang dimaksud dengan narkotika golongan ll adalah narkotika yang

berkhasiat untuk pengobatan yang digunakan sebagai pilihan terakhir dan

dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu

pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan

ketergantungan.

Dikatakan sebagai pilihan terakhir untuk pengobatan, karena setelah

pilihan narkotika golongan ll. Narkotika golongan I tidak dimungkinkan

oleh undang-undang untuk kepentingan pengobatan, karena narkotika

golongan ini tidak digunakan untuk terapi dan mempunyai potensi yang
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sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan dan sangat berbahaya kalau

digunakan untuk pengobatan.

Mengenai jenis-jenis narkotika golongan ll sesuai dengan Lampiran

UU Narkotika dirincisebagai berikut :

2.1. Alfa.

2.2. Alfameprodina.

2.3. Alfametadol.

2.4. Alfarodina.

2.5. Alfentanil.

2.6. Allilprodina.

2.7. Anileridina.

2.8. Asetilmetadol.

2.9. Benzetidin.

2.10. Benzimorfina.

2.11. Betameprodina.

2.12- Betametadol.

2.13. Betaprodina.

2.14. Betasetilmetadol.

2.15. Bezitramida.

2.16. Dekstromoramida.

2.17. Diampromida.

2.18. Dietittiambutena.

2.19. Difenoknoksilat.
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2.20.

2.21.

2.22.

2.23.

2.24.

2.25.

2.26.

2.27.

2.28.

2.29.

2.30.

2.31.

2.32.

2.33.

2.U,

2.35.

2.36.

2.37.

2.38.

2.39.

2.40.

2.41.

2.42.

Difeknoksin.

Dihidromorfina.

Dirnefeptanol.

Dimenoksadol.

Dimetiltiaimbutena.

Dioksafetil butirat.

Dipipanona.

Drotebanol.

Ekgonina.

Etilrnetiltiambutena.

Etokserida.

Etonitazena.

Furetidina.

Hidrokodona.

Hidroksipetidina.

Hidromofinol.

Hidromorfona.

lsometadona.

Fenadoksona.

Fenompromida.

Fenozosina.

Fenomorfan.

Fenoperidina.
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2.43.

2.44.

2.45.

2.46.

2.47.

2.48.

2.49.

2.50.

2.51_

2.52.

2.53.

2.54.

2.55.

2.56.

2.57.

2.s8.

2.59.

2.60.

2.61.

2.62.

2.63.

56

Fentanil.

Klonitazena.

Kodoksima.

Levofenasilmorfan.

Levomormida.

Levometorfan.

Levorfanol.

Metadona.

Metadona intermed iate.

Metazosina.

Metildesorfina.

Metildihidromorfina.

Metopon.

Mirofina.

Moramida intermdiate.

Morferidina.

Morfina-N-oksida

Morfin metobromida dan turunan morfina nitrogen pentafalent

lainnya termasuk bagian turunan morfina - N - oksida, salah

satunya kodeina - morfina - N - oksida.

Morfina.

Niko morfina.

Norasimetadol.
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2.M.

2.65.

2.66.

2.67.

2.68.

2.69.

2.70.

2.71.

Norlevorfanol.

Normatedona.

Normofina.

Norpipanona.

Oksikdona.

Oksimorfina.

Opium.

Petidina intermediate

2.72. Petidina intermediate B.

2.73. Petidina intermediate C.

2.74.

2.75.

2.76.

2.77.

2.78.

2.79.

Petidina.

Pimidonina.

Pirtramida.

Proheptasida.

Propperidina.

Rasemortofan.

2.80. Rasemoramida.

2.81. Rasemorfan.

2.82. Sufentanil

2.83. Tebaina

2.84. Tebakon.

2.85. Tilidina.

2.86. Trimeperidina.
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2.87. Garam-garam dari na*otika dalam golongan tersebut diatas

2.3. Narkotilta golongan lll

Yang dimaksud dengan narkotika golongan lll adalah narkotika yang

berkhasiat untuk pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi

dan/atau untuk tuiuan pengembangan ilmu pengetahuan sertia rmernpunyai

potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.

Dibandingkan dengan narkotika golongan I (26 macam) dan

narkotika golongan tl (87 macarn), untuk narkotika golongan lll tidak

banyak macamnya, hanya 14 macam saja. Sesuai dengan Lampiran UU

Narkotika adalah rinciannya sebagai berikut :

3.1. Asetildihidrokodeina.

3.2. Dekstropropoksifena.

3.3. Dihidrokodeina.

3.4. Etilmorfina.

3.5. Kodeina.

3.6. Nikodikodina.

3.7. Nikokodina.

3.8. Norkokodeina.

3.9. Polkodina.

3.10. Propiram.

3.11. Garamgararn dari narkotika dalam golongan tersebut diatas.

3.12. Campuran atiau sedian opium dengan bahan lain bukan narkotika.
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3.13. Campuran atau sedian difeniksin dengan bahan lain bukan

narkotika.

3.14. Campuran atau sdian difenoksilat dengan bahan lain bukan

nar{<otika.

2.4. Penggolongan Tindak Pidana di Bidang Narkotika

Tindak pidana dibidang narkotika diatur dalam pasal 78 sampai

dengan pasal 100 UU Narkotika yang merupakan ketentuan khusus.

Semua ketentuan pidana tersebut jumlahnya 23 pasal. Mengenai hal ini

Gatot Supramono menyatakan bahwa :

Walaupun tidak disebutkan dengan tegas dalam UU Narkotika bahwa
tindak pidana yang diatur di dalamnya adalah tindak kejahatan, akan
tetapi tidak perlu disangsikan lagi semua tindak pidana di dalam undang-
undang tersebut merupakan kejahatan. Alasannya, kalau narkotika hanya
untuk pengobatan dan kepentingan ilmu pengetahuan, maka apabila ada
perbuatan diluar kepentingan-kepentingan tersebut sudah rnerupakan
kejahatan, mengingat besarnya akibat yang ditimbulkan dari pemakaian
narkotika secara tidak sah sangat membahayakan bagijiwa manusia."

Dari ketentuan dalam Bab Xll UU Narkotika, menurut Gatot

$upramono, tindak pidana narkotika dapat diketompckkan dari segi

bentuk perbuatannya menjadi sebagai berikut :72

1. Tindak pidana yang menyangkut produksi narkotika.

Tindak pidana yang menyangkut produksi narkotika diatur dalam

pasal 80 UU Nartotika, namun yang diatur dalam pasal ini bukan

hanya perbuatan secara tanpa hak dan melarnmn hukum

memproduksi saja, iuga perbuatan yang seienis dengan ttu, hrupa

198
" Grtot Supramono, Hu kum Narkotika lndonesio, Djambatan, Jakarta, 2007. Halaman

72,,.,,
to,o, nalman /uu.

----------------------------------------------------- 
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang 
----------------------------------------------------- 
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah 
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area 

Document Accepted 27/6/22 
 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)27/6/22 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Lili Irianto - Analisis Yuridis Pembatalan Putusan Khusus Tindak Pidana Narkotika....



60

mengolah, mengekstraksi, mengkonversi, merakit dan menyediakan

narkotika untuk semua golongan.

2. Tindak pidana yang menyangkutiual beli narkotika.

Tindak pidana yang menyangkut jual beli narkotika disini bukannya

jual beli dalam arti sempit, akan tetapi termasuk pula perbuatan

ekspor, impor dan tukar menukar narkotika diatur dalam pasal 82 UU

Narkotika.

3, Tindak pidana yang menyangkut pengangkutan narkotika'

Tindak pidana narkotika dalam arti luas termasuk perbuatan

memba\rva, mengirim, dan mentransito, narkOtika diatur dalam Pasal

81 UU Narkotika.

4, Tindak pidana yans menyangkut penguasaan narkotika-

Dalam tindak pidana ini undang-undang membedakan antara tindak

pidana menguasai narkotika golongan I dengan tindak pidana

menguasai narkotika golongan I dengan tindak pidana menguasai

narkotika golongan ll dan lll, karena dipengaruhi adanya

penggolongan narkotika yang memiliki fungsi dan akibat yang

berbeda. Tindak pidana rnenguasai narkotika golongan I diatur

dalam pasal 78 UU Narkotika. Kemudian tindak pidana menguasai

narkotika golongan ll dan lll diatur dalam pasal 79 UU Narkotika.

5. Tindak pidana yang menyangkut penyalahgunaan narkotika

Penyalahgunaan narkotika dibedakan dua macam yaitu

perbuatannya untuk orang lain dan untuk diri sendiri. Tindak pidana
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penyatahgunaan narkotika terhadap orang lain diatur dalam pasal

M, sedangkan tindak pidana penyalahgunaan narkotika untuk diri

sendiri diatur dalam pasal 85 UU Narkotika-

6. Tindak pidana yang menyangkut tidak melaporkan pecandu

narkotika

Undang-undang Narkotika rnenghendaki supaya pecandu narkotika

melaporkan diri atau keluarganya yang melaporkan. Hal ini diatur

dalam pasal46, 86 dan pasalSS UU Narkotika'

7. Tindak pidana yang menyangkut label dan publikasi.

Seperti diketahui bahwa pabrik obat mewajibkan mencantumkan

kemasan narkotika baik dalam bentuk obat jadi maupun bahan baku

nad<otika (pasal41). Kemudian untuk dapat di publikasikan pasal42,

dan pasal 89 UU Nad<otika syaratnya harus dilakukan pada rnedia

cetak ilmiah kedokteran atau media cetak f;armasi.

8. Tindak pidana yang menyangkutialannya peradilan'

Yang dimaksud proses peradilan meliputi pemeriksaan perkara di

tingkat penyidikan, penuntutan dan pengadilan. Dalam UU Narkotika,

pe$uatan yang menghalang-halangi atau mempersulit ialannya

proses peradilan tersebut merupakan tindak pidana sebagairnana

diatur dalam pasal 92.

9. Tindak pidana yang menyangkut penyitaan dan pemusnahan

narkotika.
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Barang yang ada hubungannya dengan tindak pidana dilakukan

penyitaan untuk dijadikan barang buttti perkara bersangkutan dan

barang bukti tersebut harus diajukan dalam persidangan pengadilan.

Apabila barang bukti tersebut terbukti dipergunakan dalam tindak

pidana maka ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan.

Dalam perkara narkotika ada kemungkinan barang bukti yang disita

berupa tanarnan yang jumlahnya sangat banyak, sehingga tidak

mungkin barang bukti tersebut di aiukan ke pengadilan semuanya-

Berdasakan pasal 71 barang bukti yang demikian dilakukan

penyisihan yang wajar dan selebihnya barang bukti dimusnahkan.

Semua tindakan penyidik diatas yang berupa penyitaan, penyisihan,

dan pemusnahan wajib dibuat berita acaranya dan dimasukkan

dalam berkas perkara.

Sehubungan dengan hal tersebut dalam perkara narkotika, apabila

pinyidik tidak melaksanakan tugasnya dengan baik merupakan

tindak pidana berdasarkan pasal94 UU Narkotika.

{0. Tindak pidana yang menyangkut keterangan palsu.

Sebelum seorang saksi memberikan keterangan di muka

persidangan, maka saksi wajib mengucapkan surnpah dengan

agamanya, bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya

pasal 160 ayat (3) KUHAP)

Dengan demikian diharapkan saksi dalam memberikan keterangan

selalu konsekuen dengan sumpah yang diucapkannya.
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Sejalan dengan hal tersebut, apabila dalam perkara narkotika saksi

tidak memberikan keterangan dengan benar dapat dipidana

berdasarkan pasal95 UU Narkotika.

11. Tindak pidana yang menyangkut penyimpangan fungsi

lembaga.

Lembaga-lembaga yang diberi wewenang oleh UU Narkotika untuk

mernproduksi, menyalurkan, dan rnenyerahkan narkotika yang

ternyata melakukan kegiatan narkotika tidak sesuai dengan tuiuan

penggunaan narkotika sebagaimana ditetapkan dalam undang-

undang, maka pimpinan lembaga yang bersangkutan dijatuhi

hukuman pidana dalam pasal 99 UU Narkotika.

12. Tindak pidana yang menyangkut pemanfaatan anak di bawah

umur

Tindak pidana dibidang narkotika tidak seluruhnya dilakukan oleh

orang dewasa, tetapi ada kalanya dilakukan bersarna-sarna dengan

anak di bawah umur (belum genap 18 tahun usianya). Anak-anak

yang belum dewasa cenderung mudah dipengaruhi untuk melakukan

perbuatan yang berhubungan dengan nad<otika, karena jiwanya

belum stabil akibat perkembangan fisik dan psikis. Oleh karena itu

perbuatan memanfaatkan anak di bawah umur untuk melakukan

kegiatan narkotika merupakan tindak pidana yang diatur dalam pasal

99 UU Narkotika.
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2.5. Penerapan Pasal Yang Dikenakan pada Undang-Undang

5.1.

Narkotika.

Salah satu yang eukup mendetail diielaskan iuga dalam Undang-

undang ini adalah terdapat klasifikasi pembagian 'Cap' bagi orang

yang terlibat dalam narkotika. Pembagian klasifikasi pada Undang-

Undang ini berbeda pada pembagian seffira umurn yang sering

disebut masyarakat yaitu pengedar narkotika dan penguna narkotika.

Namun dalam Undang-Undang ini secara implisit dijelaskan lagi

mengenai siapa saja yang disebut pengedar berdasarkan perannya

dan siapa saja yang dapat disebut Pengguna. Penjelasan tercebut

adalah sebagai berikut :73

Pengedar Narkotika, terdapat beberapa penyebutan sesuai dengan

peran masing*masing.

a. Pihak yang memproduksi Narkotika secara melawan hukum

(pasal 1 angka 3 io Pasal 113).

b Pihak yang meng lmpor Narkotika secara melawan hukum

(pasal 1 angka4 jo Pasal 113)

c. Pihak yang meng Ekspor Narkotika secam rnelawan hukum

(pasal 1 angka 5 jo Pasal 113).

d. Pihak yang melakukan pengangkutan atau Transito Narkoba

secara melawan hukum (pasal 1 angka I Jo Pasal 115)

" WWW.Jens Golangan Dan Penerapsn Pasal ,1ang dikenakan pada LltJ Narkotoka.Com.

diakseses pada hari Kamis 9 Oktober 2018.
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e. Pihak yang melakukan peredaran gelap narkotika dan

preskusor nakotika (pasal 1 angka 6, io Pasal 111, 112, dan

12e).

5.2. Pengguna Narkotika, juga terdapat beberapa penyebutan, yaitu :

a. Pecandu Narkotika (pasal 1 angka 13 jo Pasal 54 jo pasal 127)

b. Penyalahgunaan Nad<otika (Pasal 1 angka 15 io Pasal 54 io

Pasal 127).

Sanksi pidana dalam Undang-Undang ini diatur mulai dari Pasal

111 s/d Pasal 148. Kurang lebih 37 Pasal mengatur mengenai sanksi-

sanksitindak pidana narkotika yang dapat diterapkan atas perbuatan atau

keadaan/peristiwa yang mengancam ienis. Namun dalam praktik yang

terjadi, pasal yang mendominasi, secara umum sering digunakan para

penegak hukum (BNN, Polisi, Jaksa dan Hakim) adalah pasal 111,112,

113,114 Jo 132 dan pasalyang iarang dikenakan adalah pasal 127.74

Adapun Pasal 111, 112, 113,114 ia 13? adalah pasal sanksi yang

dapat diterapkan/dikenakan bagi pihak yang memiliki narkotika untuk

mengedarkan, menjual atau pihak yang menjadi kurir (perantara). Sedang

Pasal 127 adalah pasal yang dapat diterapakan/dikenakan bagai pihak

yang rnemiliki atau menguasai narkotika sebagai penyalahguna atau

pecandu.

Dari sanksi peniara pada pasal 111,112,113,114 adalah minimal 4

tahun jika ayat 1 (satu) dan bila dikenakan ayat 2 (dua) adalah minimal 5

74 th;A
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tahun dan maksimal hukuman mati. Sedangkan sangsi pada pasal 127

adalah rehabilitasi atau maksimal 4 tahun. Terdapat hukuman peniara

yang cukup berbeda/signifikan antiara pasal tersebut.T5

Pasal 127 adalah lus Constitutum (hukum positif) seolah masih

meniadi lus Constitutum (hukum yang dicita-citakan) dalam praktek

penerapannya. Pasal 127 ini pula dapat dijadikan ruang " transaksional"

pasal dari oknum penegak hukurn yang sering dikenakan pada peiabat

atau artis, namun jarang tergapai bagi masyarakat kecil. Menengah awam

hukum yang menjadi korban penyalahguna atau pecandu narkotika.

Sehingga masyarakat kecil yang tidak mampu kerap kali tidak terlidungi

hak asasinya dengan tidak merapkan pasal 127 tersebut .76

3, Surat Edaran ilahkamah Agung No. 04 Tahun 2gl0, tanggal 7

April 2A1A .

Dalam Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Mahkamah Agung Rl memberikan kepada Hakim yang memeriksa dan

mengadili perkara dapat menyimpang dari surat dalaaraan dan tuntutan

dan dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan

membuat pertimbangan yang cukup dengan jumlah barang bukti sabu

yang relatif kecil (SEMA No. 4 Tahun 2010).

Adapun bunyiSEMA No. 4 Tahun 2010 adalah sebagaiberikut:

tbid.
tbid.

76
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Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunanan

dan Pencandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan

Rehabilitasi Sosial.
1. Bahwa dengan telah diterbitkannya Undang-Undang Republik

lndonesia t{o.SS Tahun 2009 tanggal 12 Oktober tentang Nar}<otika,

maka dianggap perlu untuk mengadakan revisiterhadap Surat Edaran

Mahkaman Agung Rl Nomor : 07 Tahun 2009 tentang Menetapkan
Pemakai Narkotika ke Dalam PantiTrapi dan Rehabilitasi.

2. Bahwa penerapan pemidanaan sebagai mana dimaksud dalam Pasal

103 huruf a dan b Undang-undang Republik lndonesia Nomor 35

Tahun 2009 tentang Narkotika hanya dapat dijatuhkan pada klasifikasi

tindak pidana sebagai berikut :

a. Terdakwa pada saat ditangkap oleh penyidik Polisi dan penyiCik

BNN dalam kondisitertangkap tangan ;

b. Pada saat Tertangkap tangan sesuai huruf a diatas ditemukan
barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian antara iain

sebagai berikut:
1. Kelompok metamphetamine (shabu) : 1 gram

2. Kelompok MDMA (ekstasi) '. 2,4 gram=8 butir
3. Kelopok Heroin : 1,8 gram

4. Ketopok Kokoin
5. Kelompok Ganja
6. Kelopok Koka
7. Meskalin
L Kelopok Psilosybin
L Kelompok LSD lu"tysegieacid diethylamidi)

10. Kelompok PCP ( phae*eylidiene )
11. Kelompok Fentamil
12. Kelopok Metadon
13. Kelopok Morfin
14. Kempok Petidin

1,8
5
6

5
3
2
3
1

gram
gram
gram
g!'am
gram
9ram
Yt cil r.

gram
0,5 gram
1,8 gram
0,98 gram

J.

15. Kelompok Kodein : 72 gram
16. Kelompok Bufrenorfin : 32 mg

c. Surat uji Laboratorium positif menggunakan Narkotika berdasarkan
perintah penyidik.

d. Perlu Surat Keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yang

dituniuk oleh Hakim.
e. Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam

peredaran gelap Narkotika.
Daiam Hal Hikim menjatuhkan pemidanaan berupa perintah untuk
dilakukan tindakan hukum berupa rehabilitasi atas diri Terdakwa,
majelis Hakim harus menunjuk secara tegas dan jelas tempat
rehabilitasi yang terdekat dalam amar putusannya. Tempat-tempat
rehabilitasi yang dimaksud adaiah :

a. Lembaga rehabilitasi medis dan sosial yang dikelolah danlatau
dibina dan diawasi oleh Badan Narkotika Nasional.
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b. Rumah sakit Ketergantungan obat ( RSKO) Cibubur, Jakarta.
c. Rumah Sakit Jiwa di seluruh lndonesai (Depkes Rl)

d. Panti Rehabilitasi Departemen Sosial Rl dan Unit Pelasana Teknis

Daerah (UPTD).
e. Tempat-tempat rujukan lembaga rehabilitasi yang diselenggarakan

oleh masyarakat yang mendapat akreditasi dari Departemen
Kesehatan dan Departemen Sosial (dengan biaya sendiri )'

Untuk menjatuhkan lamanya proses rehabilitasi, Hakim harus dengan

sunguh-sungguh mempertimbangkan kondisi/taraf kecanduan

Terdakwa, iehingga wajib diperlukan adanya keterangan ahli dan

sebagai standar proses terapidan rehabilitasi adalah sebagai berikut :

a. Program Detoksifikasidan stabilisasi : Iamanya 1 (satu) bulan

b. Program Primer : iamanya 6 (enam) bulan

c. Program Re-Entry : lamanya 6 (enam)

bulan"

Mahkamah {gung Republik lndonesia mengeluarkan SEMA No. 4

Tahun 2010 dan terbit juga Peraturan Bersama, Ketua Mahkamah Agung

Republik lndonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik

lndonesia, Menteri Kesehatan Republik lndonesia, Menteri Sosial

Republik lndonesia, Jaksa Agung Republik lndonesia, Kepala Kepolisian

Negara Republik lndonesia dan Kepala Badan Narkotika Nasional

Republik lndonesia, tertanggal 11 Maret 2014.

Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2010 dan Peraturan

Bersama sebagai mana tersebut diatas dibuat guna untr.lk merehabilltasi

para korban penyataguna narkotika, agar penyalagunaan norkotika

tersebut tidak semena-mena ditangkap, ditahan dan dijatuhi hukuman,

yang harus diperhatikan dan dilindungi adatrah korban penyalagunaan

nakotika sebab penyembuhan lebih baik daripada menghukum.

'7 . surat Edaran Mahkamah Agung Rl Nomor. 04 Tahun 2010, Jakarta 7 April 2010,

diakses pada Rabbu, tangal 15 September 2018. Dari Situs : http,

www.mahkamahagung.go.idimagessuploaded 15f'
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BAB III

PERTIMBANGAN HUKUM MAJELIS HAKIM TERHADAP
PEMBATALAN PUTUSAN KHUSUS TINDAK PIDANA NARKOTIKA

DALAM PUTUSAN
No, 0glPid.SUS/20161PN-Kis Jo No. 1861 Pid .SUS I 2A16|PT-MDN Jo

No.1 573 KrPid.SUS 12016

A. Kronologi Kasus

1) ldentitas Anak

Nama Anak

Tempat Lahir

Umur/Tanggal Lahir

Jenis Kelamin

Warga Negara

Tempat Tinggal

Agama

Pekerjaan

NANI PRIHARTINI Alias NANI

Kisaran

33 Tahun/ 28 April 1982

Perempuan

lndonesia

Jalan KH. Agus Salim Kelurahan

Teladan Kecamatan Kisaran Timur

Kabupaten Asahan

lslam

Wiraswasta

2) Kronologi

Berawal pada hari Jumat tanggal 11 September 2015, sekitar pukul

10.00 Wib., DARTO (belum tertangkap) menghubungi Terdakwa

dan SYAHRIZAL Alias IZAL AIis IYAL untuk mengusahakan shabu-

shabu sebayak 1 (satu) paket ukuran setengah gram dan 1 (satu)

paket ukuran $eperempat gram, selanjutnya SYAHRIAL Alias IZAL
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Alias IYAL pergi membeli Narkotika jenis shabu, kemudian

meniemput NANI PRIHARTINI, kemudian pihak yang berwaiib

melakukan penagkapan terhadap NANI PRIHARTINI dan

SYAHRIAL Alias IZAL Alias IYAL, dalam penangkapan tersebut

ditemukan barang bukti berupa 1(satu), buah bong;,1 (satu) buah

gunting, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) buah mancis ada

jarumnya,3 ( tiga ) buah pipet skop , 1 (satu) buah kaca pireks yang

ada lekatan yang diduga Narkotika ienis shabu, 1 (satu) buah pipet,

1 (satu) buah pipet plastik klip kosong, 1 (satu) buah pisau lipat

wama kuning, 1 (satu) paket plastik yang berisikan Kristal yang

diduga jenis shabu, 1 (satu) unit Hp Merk Mikron, dan 1 (satu) unit

Hp Merk l-Chery 78.

B. Dakwaan

Dakwaan Jaksa Penutut Umum (JPU) dibuat atau disusun dalam

bentuk dakwaan ke 1 (satu) dan dalwan ke 2 (dua). Adapun isi

suat dakwaan tersebut adatah sebagai berikut :7e

1. Kesatu : Perbuatan terdatqiffa diatur dan diancam Pidana dalam

pasal 114 ayat (1) Undang-undang Rl No. 35 tahun 2AAg tentang

Narkotika jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang Rl No. 35 tahun

2009 tentang narkotika

'8 Surat Dakwaan No. Reg. Perk : PDM- /Kisar/E?-2/AL/2016
7e 

Surat Dakwwan No. Reg.Perk : PDM-/Kisar/lP.2/01/2016
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2. Keduan : Perbuatan terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam

pasal 112 ayat (1) Undang-undang Rl No. 35 tahun 2009 tentang

Narkotika jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang Rl No- 35 tahun

2009 tentang narkotika

C. Tuntutan

1) Menyatakan Terdakwa Nani Prihartini Alias Nani, telah terbukti

secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana

Permufakatan Jahat Tanpa Hak Menyediakan Narkotika

Golongan l, sebagai mana didalcnrakan kepada diri Terdakwa

dalan Dakwwan Kedua Pasal 112 Ayat (1) jo pasal 132 ayat (1)

UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoka.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Nani Prihartini Alias

Nani berupa pidana selam 6 (enam) tahun, dengan dikurangi

selama Teldal$rrra berda dalam tahanan dan denda sebesar Rp.

800.000.000,00 (delapn ratus juta rupia) sebsider pidana

penjara selama 3 (tiga) bulan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

a. 1 (satu) buah bong ;

b. 1 (satu) buah gunting ;

c. 1 (satu) buah mancis;

d. f ( satu ) buah mancis ada jarumnYa ;

e. 3 (tiga) buah pipet skop ;

f. 1 (satu) buah kaca pireks yang ada lekatan yang diduga

Narkotika jenis shabu ;

g. 1 (satu) buah pipet;
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h. 1 (satu) buah pipet plastik klip kosong ;

i. 1 (satu) buah pisau lipat warna kuning ;

j. 1 (satu) paket plastik yang berisikan Kristalyang diduga

ienis shabu,

k. 1 (satu) unit HP Merk Mikron, dan

l. 1 (satu) unit HP Merk l-Ghery

Dirampas untuk dirnusnahkan;

4. Menetiapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar

Rp. 2.000,00- (dua ribu ruPiah) ;eo

D. Falcta-fakta Hukum

Fakta-fakta hukum dalam persidangan dalam perkara a quo adalah

sebagai berikut: 81

a. Keterangan Saksi lfruea Tarigan

1. Bahwa kerangan yang diberikan dialam Berita Acara

Pemeriksaan (BAP) penyidik telah benar;

2. Bahwa pada hari Jumaat tanggal 11 September 2015 sekitar

pukul 14.00 Wib, bertempat di rumah Darto (DPO) yang

terletak di Dusun I Desa Taniung Alam Kecamatan sei

Dadap Kabupaten Asahan, saksi dan rekan-rekan saksi

melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan syahrijal

Alias lzal Alias lyal karena melakukan tindak pidana

Narkotika;

s 
Surat Tuntutan No. Reg. Perk : PDM-O5/Y-isar/F'p.2!A1i2A76

tt 
Putusan Nomr 9/Pid.Sus/2016/PN-Kis
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3. Bahwa ketika Terdakwa dan Syahrijal Alias lzal Alias lyal

ditangkap sedang saling berhadapan dan ketika itu Syahriflal

Alias lzalAlias lyalsedang merakit alat hisap (bong) ;

(satu) buah gunting, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) buah

mancis ada jarumnya,3 (tiga) buah pipet skop , 1 (satu) buah

kaca pireks yang ada lekatan yang diduga Narkotika ienis

shabu, 1 (satu) buah pipet, 1 (satu) buah pipet plastik klip

kosong, 1 (satu) buah pisau lipat warna kuning, 1 (satu)

paket plastik yang berisikan Kristal yang diduga ienis shabu,

1 (satu) unit Hp Merk Mikron, dan 1 (satu) unit Hp Merk l-

Chery

4. Bahwa 1 (satu) paket nrkotika jenis sabu diperoleh Terdalqffa

dan Syahrijal Alias lzal Alias lyal dari Dayat (DPO) dengan

cara membeli sebayak 2 (dua) paket yaitu : 1 (satu) paket

ukuran % (setengah) gram dan 1 (satu) paket yaitu ukuran %

(seperempat)gram atas suruhan Darto (DPO) ;

5. Bahwa sebelum penangkapan terjadi, Darto (DPO) telah

mengambil 1 (satu) paket nartotikaienis shabu ;

6. Bahwa sebelumnya saksi dan rekan-rekan mendaptkan

informasi bahwa di rumah Darto (DPO) ada orang yang

memilikidan menmgunakan narkotika jenis shabu ;
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7. Bahwa Terdawa dan syahrijal Alias lzal Alias lyal tidak

mempunyai izin dari pihak yang berwenang yakni Mentri

Kesehatan Republik lndonesia ;

b. Keterangan Saksi A.M.S Tampubolon

1. Bahwa kerangan yang diberikan dialam Berita Acara

Pemeriksaan (BAP) penyidik telah benar;

2. Bahwa pada hari Jumaat tanggal 11 September 2015 sekitar

pukul 14.00 Wib, bertempat di rumah Darto (DPO) yang

terletak di Dusun I Desa Taniung Alam Kecamatan Sei

Dadap Kabupaten Asahan, saksi dan rekan-rekan saksi

melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Syahrijal

Alias lzal Alias lyal karena melakukan tindak pidana

Narkotika;

3. Bahwa ketika Terdakwa dan Syahrijal Alias lzal Alias lyal

ditangkap sedang saling berhadapan dan ketika itu Syahriial

Alias lzalAlias lyal sedang merakit alat hisap (bong) ;

4. Bahwa ditemukan barang bukti berupa 1(satu), buah bong;,1

(satu) buah gunting, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) buah

rnancis ada jarumnya, 3 (tiga) buah pipet skop , 1 (satu)

buah kaca pireks yang ada lekatan yang diduga Narkotika

jenis shabu, 1 (satu) buah pipet, 1 (satu) buah pipet plastik

klip kosong, 1 (satu) buah pisau lipat warna kuning, 1 (satu)

paket plastik yang berisikan Kristal yang diduga jenis shabu,
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1 {satu) unit Hp Merk Mikron, dan 1 (satu) unit Hp Merk l-

Chery

5. Bahwa 1 (satu) paket nrkotika jenis sabu diperoleh Terdakwa

dan Syahriial Alias lzal Alias lyal dari Dayat (DPO) dengan

cara membeli sebayak 2 (dua) paket yaitu : 1 (satu) paket

ukuran % (setengah) gram dan 1 (satu) paket yaitu ukuran %

(seperempatlgram atas suruhan Darto (DPO) ;

6. Bahwa sebelum penangkapan teriadi, Darto (DPO) telah

mengambil 1 (satu) paket narkotikaienis shabu ;

7. Bahwa sebelumnya saksi dan rekan-rekan mendapatkan

informasi bahwa di rumah Darto (DPO) ada orang yang

memiliki dan menmgunakan narkotika jenis shabu ;

L Bahwa Terdawa dan Syahrijal Alias lzal Alias lyal tidak

mempunyai izin dari pihak yang berwenang yakni Mentri

Kesehatan Republik lndonesia ;

c. Keterangan saksi Syahrijal Alias lzal Alias lyal

1. Bahwa kerangan yang diberikan dialam Berita Acara

Pemeriksaan (BAP) penyidik telah benar;

2. Bahwa pada hari Jumaat tanggal 11 September 2015 sekitar

pukul 14.00 Wib, bertempat di rumah Darto (DPO) yang

terletak di Dusun I Desa Tanjung Alam Kecamatan Sei

Dadap Kabupaten Asahan, saksi dan rekan-rekan saksi

melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Syahriial
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Alias lzal Alias lyal karena melakukan tindak pidana

Narkotika;

3. Bahwa ketika Terdalwa dan Syahrijal Alias lzal Alias lyal

ditangkap sedang saling berhadapan dan ketika itu syahrijal

Alias lzalAlias lyal sedang merakit alat hisap (bong) ;

4. Bahwa ditemukan barang bukti berupa 1(satu), buah bong;,I

(satu) buah gunting, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) buah

mancis ada jarumnya, 3 (tiga) buah pipet skop , 1 (satu)

buah kaca pireks yang ada lekatan yang diduga Narkotika

jenis shabu, 1 (satu) buah pipet, 1 (satu) buah pipet plastik

klip kosong, 1 (satu) buah pisau lipat warna kuning, 1 (satu)

paket plastik yang berisikan Kristal yang diduga ienis shabu,

1 (satu) unit Hp Merk Mikron, dan 1 (satu) unit Hp Merk l-

Chery ;

5. Bahwa sebelum penangkapan terjadi, yakni sekitar pukul

08.00 Wib Terdalwa menghubungi saksi agar saksi

menjemput Terdakwa di Hotel Jalan Bakti Kisaran ;

6. Bahwa sekitar pukul 10.00 Wib, saksi menerima sms dari

Darto (DPO) agar saksi mengusahakan narkotika shabu 2

(dua) paket yaitu : 1 (satu) paket ukuran % (setengah) gram

dan 1 (satu) paket yaitu ukuran % (seperempat)gram ;

7. Bahwa selanjutnya saksi bertemu dengan Terdakwa dan

saksi mengatakan kepada Terdakwa kalau Darto (DPO)
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menghubungi saksi agar saksi mengtrsahakan narkotika

jenis shabu, lalu saksi pergi lagi mencari narkotika ienis

shabu;

8. Bahwa saksi memperoleh narkotika jenis shabu dari Dayat

{DPO) dengan cara membeli 2 (dua) paket, dan setelah

memperoleh narkotika jenis shabu selanjutnya saksi

menjemput Terdakwa lalu saksi dan Terdakwa pergi menuiu

ke rumah Darto (DPO) :

9. Bahwa sesampainya di rumah Darto (DPO), saksi

menyerahkan 2 (dua) paket narkotika jenis shabu kepada

Darto (DPO) dan Dato (DPO) mengambil 1 (satu) paket lalu

Darto (DPO) pergi ke luar rumah dengan tuiuan membeli

nasi;

10. Bahwa Darto menyerahkan 1 (satu) paket narkotika ienis

shabu berikut dengan alat-alat hisapnya kepada saksi dan

Terdakwa ;

11. Bahwa pada saat saksi dan Terdakwa menunggu Darto

(DPO), tibatiba datang anggota Polisi dan melakukan

penagkapan terhadap saksidan Terdalffva ;

12. Bahwa saksi telah 3 (tiga) kali membeli narkotika jenis shabu

dari Dayat (DPO) ;

13. Bahwa saksi telah 2 (dua) kali mengunakan narkotika jenis

shabu dengan Terdakwa ;
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14. Bahwa saksi dan Terdalrwa tidak ada izin dari pihak yanag

berwenang yakni Menteri Kesehatan Republik lndonesia;

d. Keterangan Terdakwa Nani Prihartini Alias Nani

1. Bahwa kerangan yang diberikan dialam Berita Acara

Pemeriksaan (BAP) penyidik telah benar;

2. Bahwa pada hari Jumaat tanggal 11 September 2015 sekitar

pukul 14.00 Wib, bertempat di rurnah Darto (DPO) yang

terletak di Dusun I Desa Taniung Alam Kecamatan sei

Dadap lGbupaten Asahan, saksi dan rekan-rekan saksi

melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan syahriial

Alias lzal Alias lyal karena melakukan tindak pidana

Narkotika;

3. Bahwa ketika Terdakwa dan $yahrijal Alias lzal Alias lyal

ditangkap sedang saling berhadapan dan ketika itu syahriial

Alias lzalAlias lyalsedang merakit alat hisap (bong) ;

4 Bahwa ditemukan barang bukti berupa 1(satu), buah bong;,1

(satu) buah gunting, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) buah

mancis ada iarumnya,3 (tiga) buah pipet skop , 1 (satu) buah

kaca pireks yang ada lekatan yang diduga Narkotika jenis

shabu, 1 (satu) buah pipet, 1 (satu) buah pipet plastik klip

kosong, 1 (satu) buah pisau lipat wama kuning, 1 (satu)

paket plastik yang berisikan Kristal yang diduga ienis shabu,
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1 (satu) unit Hp Merk Mikron, dan 1 (satu) unit Hp Merk l-

Chery

5. Bahwa sebelum penangkapan teriadi, yakni sekitar pukul

08.00 Wib Terdakwa menghubungi saksi agar saksi

menjemput Terdakwa di Hotel Jalan Bakti Kisaran ;

6. Bahwa sekitar pukul 10.00 wib, Terdakwa dihubungi Darto

{DPO) agar Terdakwa rnenghubungi syahrizal Alias lzal

Alias lyal untuk membawakan narkotika ienis shabu ;

7. Bahwa setelah Syahrizal Alias lzal Alias lyal memperoleh

narkotika shabu dari Dayat (DPO) dengan cara membeli

sebayak 2 (dua) paket yaitu : 1 (satu) paket ukuran %

(setengah) gram dan 1 (satu) paket yaitu ukuran %

(seperempat) gram, selanjutnya Syahrizal Alias lzal Alias lyal

meniernput Tedakwa lalu syahrizal Alias lzal Alias lyal dan

Tedakwa pergi ke rumah Darto ( DPO) ;

8. Bahwa sesampainya di rumah Darto (DPO), Syahrizal Alias

lzal Alias lyal menyerahkan 2 (dua) paket narkotika jenis

shabu kep ada Darto (DPO) dan Dato (DPO) mengambil 1

(satu) paket lalu Darto {DPO) pergi ke luar rumah dengan

tujuan membeli nasi;

9. Bahwa Darto menyerahkan 1 (satu) paket narkotika ienis

shabu berikut dengan alat-alat hisapnya kepada saksi dan

Terdakwa ;
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10. Bahwa tidak berapa lama kemudian datang anggota Polisi

dan melakukan penagkapan terhadap Terdakwa dan

SyahrizalAlias lzalAlias lyal ;

11. Bahwa saksi telah 2 (dua) kali mengunakan narkotika jenis

shabu dengan Terdakwa ;

12. Bahwa tujuan awal terdakwa kerumah Darto (DPO) adalah

untuk rnengambil sepeda motor Terdalnara yang digadaikan

oleh Darto (DPO) ;

13. Bahwa saksi dan Terdakwa tidak ada izin dari pihak yanag

berwenang yakni Menteri Kesehatan Republik lndonesia;

d. Bukti Surat

1. Bertta Acara Penimbangan PT. Penggadaian (Persero)

Kisaran No. 255/010005/2015 tanggal 15 September 2015

barang 1 (satu) bukus plastik kecil tranparan yang berisikan

butiran Kristal yang diduga Narkotika ienls shabu berat kotor

0.04 ( nol koma nolempat puluh) gram dan berat bersih 0,10

(nol koma sepuluh) gram ;

2. Berita Acara Analisis Laboraturiurn Barang Bukti Narkotika

Nomor : 8679/NNFI2015 tanggal 23 September 2015 yang

dibuat dan tandatangani oleh AKBP Zulni Erma dan Supiyani

S.Si, pemeriksaan laboratorium Forensik Bareskrim Polri

Cabang Medan, barang bukti berupa 1 (satu) bukus plastik

kecil tranparan yang berisikan butiran Kristal yang diduga
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Narkotika jenis shabu berat kotor 0.04 (nol koma nol empat

puluh) gram dan berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) gram'

diduga mengandung Narkotika milik tersangka atas nama :

Syahrizal alias Izal alias lyal dan Nani Prihartini alias Nani

adalah Positif mengandung Metapitamina dan terdafiar

dalam golongan I nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang

Republik lndonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

e. Barang Bukti

Barang bukti dipersidangan berupa :

a. 1 (satu) buah bong ;

b. 1 (satu) buah gunting ;

c. 1 (satu) buah mancis;

d. 1 (satu) buah mancis ada jarumnya ;

f. 3 (tiga) buah pipet skop ;

g. 1 (satu) buah kaca pireks yang ada lekatan yang diduga

Narkotika jenis shabu ;

h. 1 (satu) buah pipet;

i. 1 (satu) buah pipet plastik klip kosong ;

i. 1 (satu) buah pisau lipat warna kuning ;

k. 1 (satu) paket plastik yang berisikan Kristal yang diduga ienis

shabu,

l. 1 (satu) unit Hp Merk Mikron, dan

m. 1 (satu) unit Hp Merk l-Chery

E. Pertimbangan Hakim

Hakim Pengadilan Negeri Kisaran mempertimbangkan dakwaan

yang di dakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yang
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berbentuk altematif, sehinga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-

fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua

sebagai mana diatur dalam Pasal 112^ ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1)

Undang-Undang Refublik lndonesai Nomor 35 Tahun 2009 tentang

Narkotika ;82

Dalam Pasal 112 ayad- (1) terdapat adanya 4 {empat) kwalifikasi

perbuatan yang ditetapakan sebagaitindak pidana Narkotika yaitu :

'1. Memiliki ;

2. Menyimpan ;

3. Mengusai ;

4. Menyediakan;

Menurut fakta-falda yang terungkap dipersidangan, baik menurut

keterangan saksi-saksi, maupun keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa

tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk mengusasi

Narkotika Golingan I bukan tanarnan ;

Terdakwa di persidangan menyatakan telah mengerti bahwa

perbuatan mengusai Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah

bertentangan dengan hukum (melawan hukum). Bahwa tefiadap

perbuatan yang tidak ada dasar hukum dan jelas-jelas dilarang oleh

Undang-Undang i.c. UU Rl No.35 Tahun 2009, sudah seharusnya dan

sepatutnya apabila Terdalwa tidak melakukan perbuatan tersebut, namun

" Putusan Ncmor 9/Pid.5U5/PN-Kis
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pada kenyataanya Terdakwa telah melakukannya, dan darifakta ini unsur

. Melawan Hukum " tetah terpenuhidari perbuatan terdakwa ;e'

Oleh karena semua unsur dari pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayal

(1) Undang-Undang Republik lndonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang

Narkotika telah terpenuhi, maka Terdal<wa haruslah dinyatakan telah

terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana sebagai

mana didakwakan dalam alternatif kedua ;

Oleh karena Terdakwa mampu bertanggung iawab, maka harus

dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana. Penjatuhan hukuman atas

Terdalwa tidak $emata-mata bukan bersifat pembalasan, akan tetapi

dimaksud agar Terdakwa dapat memperbaiki sikap, prilaku dan pebuatan

kelak setelah menjalani hukuman yang dijatuhkan kepadanya ;

Dalam Undang-Undang Republik lndonesia Nomor. 35 Tahun 2009

tetantang Narkotika bersifat Komulatif, dengan pengertian bahwa selain

hukuman penjara yang harus dijalani maka Terdakwa juga dihukum untuk

membayar denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini

dan apabila terdakwa tidak mampu membayar denda maka diganti

dengan pidana penjara .

Putusan Hakim

,l. Putusan Hakim Pengadilan Negeri Kisaran

MENGADILI

t' 
Putusan Ncmor 9/Pid.SUSl2016/PN-Kis

F
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1. Menyatakan Terdakwa NANI PRIHARTINI Alias Nani tersebut

di atas, telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah

metakukan tindak pidana permufakatan jahat menguasai

Narkotika Golongan I Bukan Tanaman, sebagaimana dakwaan

alternatif kedua ".

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdalcwa dengan pidana

penjara selama 5 (lima) tahun, dan denda sebesar Rp-

800.000.000,- (delapan ratus iuta rupiah) dan ketentuan apabila

denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana

penjara selama 2 (dua) bulan ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahan yang telah

dijalani oleh Terdalcwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang

dijatuhkan .

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;

5. Menetapkan barang buktiberuPa:

a. 1 (satu) buah bong ;

b. 1 (satu) buah gunting ;

c. 1 (satu) buah mancis;

d. 1 (satu) buah mancis ada jarumnya ;

f. 3 (tiga) buah pipet skop ;

g. 1 (satu) buah kaca pireks yang ada lekatan yang diduga

Narkotika jenis shabu ;

h. 1 (satu) buah pipet;
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i. 1 (satu) buah pipet plastik klip kosong ;

i. 1 (satu) buah pisau lipat warna kuning ;

k. 1 (satu) paket plastik yang berisikan Kristal yang diduga jenis

shabu,

l. 1 (satu) unit Hp Merk Mikron, dan

m. 1 (satu) unit Hp Med< l-Chery

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya

perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;M

Demikianlah diputuskan dalam sidanga musyawarah Majelis Hakim

Pengadilan Negeri Kisaran pada hari Kamis, tanggal 3 Mare 2016, oleh

kami Rachmansyah, SH., sebagai Hakim Ketua, H.E.P Sipahutar, SH.,

dan Eva Rina Sihornbing, S.H., masing-masing sebagai hakim Anggota,

yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari senin

tanggal itu 14 Maret 2A16, dibantu oleh Marojahan Hasibuan, Panitera

Pengganti pada Pengadilan Negeri Kisaran, serta dihadiri oleh Nisye

Sepriasi, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat

Hukumnya.

2. Putusan Pengadilan Tinggi Medan

* 
Putusan Nomor. 9 /Pid.SUS/?015/PN-kis
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Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan dalam Reg.

Perkara No.186/Pid.Sus/2016/PT-MDN, yang amarnya berbunyi sebagai

berikut :

MENGADILI

1. Menerirna permintaan bandir.lg dari terdakwa melalui Penasehat

Hukum dan Jaksa Penutut Umum tersebut ;

2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor

9/Pid.Sus/2016/PN-Kis, tangEal 14 Maret 20'!6 l1ang dimintakan

banding;

3. Menetapkan Terdahra tetap ditahan ;

4. Menetapkan lamanya terdahra berada dalam tiahanan dikurangkan

seluruhnya daripada yang dijatuhkan ;

5. Membebankan biaya perkara kepada Terdal$va dalam tingkat banding

sejumlah Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ffi

a. Pertimbangan Hukum Pengadilan Tinggi Medan

Setelah mempelaiari dengan seksarna Msnori Banding Penasehat

Hukum Terdakwa dan Kontra Memori Banding Jaksa Penutut Umum

maka dapat disimpulkan Memori Banding dan Kontra Memori Banding

tersebut tidak memuat hal-hal yang baru yang penting yang perlu

dipertimbangkan lebih lanjut, oleh karenanya isi pokok Memori Banding

dan Kontra Memori Banding tersebut hanya bersifat pengulangan dari

tt Putusan Pengaditan Tinggi Medan Nomor. 186/PtD.SUS/2016/PT.MDN
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Nota Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa dan Tuntutan Jaksa

Penuntut Umum dipersidangan Tingkat Pertama, oleh karenanya

sepatutnya dikesampingkan ;

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka pertimbangan

dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat dan

benar sehingga seluruh pertimbangannya diambil alih menjadi pertim

bangan Pengdilan Tinggi sebagai Pengadilan Tingkat Banding dalam

memutus dan mengdili perkara ini dan Putusan Pengadilan Negeri

Kisaran No.9/Pid.SUE/20151PN-Kis, tanggal 14 Maret 2A16 yang diminta

banding tersebut harus dipertahankan dan dikuatkan . 86

Melihat Putusan Pengadilan Tingi tersebut Terdakrsa Nani Prihartini

Alias Nani merasa keberitan sehinga Terdakwa mengajukan Kasasi,

sebab Pertimbangan hukum Majlis Hakim Tinggakat Banding yang

memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini tidak menerapkan

hukum dengan sebagaimana mestinya atau tidak diterapkan sesuai

dengan ketentuan hukum yang berlaku dan hilaf dalam membuat

pertibangan hukum sebagaimana dimaksut diatas ;87

3. Putusan Mahkamah Agung Rl

Putusan Mahkamah Agung Rl Medan dalam Reg. Perkara No.1573

K / Pid.Sus/2016, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

" Putusan Nomcr : 185/P|D.SUS/PT.MDN
87 Wawancara/Konsutasi dengan Terdakwa Nanni Prihartini di Lembaga

Permasyarakatan Labuhan Ruku, pada Tangat 1 Juni 2016.
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MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I / Jaksa

Penutut Umum pada Kejaksaan Negeri tersebut;

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ll I Terdakwa

Nani Prihartini alias Nani tersebut .

Memperbaiki putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor

186/P|d.SUSI2016/PT.MDN, tanggal 12 Mei 2016 yang menguatkan

putusan Pengadilan Negeri Kisaran No. 9/Pid.SUSl2015lPN.KlS, tangal

14 Maret 2016, sekedar mengenai kualifikasi tidak pidana dan lamanya

pidana yang dijatuhkan,sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa HAHI PRIHARTIN! Alias Nani tercebut di

atas, telah terbuktisecara sah dan menyakinkan bersalah melakukan

tindak pidana permufakatan jahat menguasai Narkotika Golongan I

Bukan Tanaman ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdalana dengan pidana penjara

selama 2 (dua) tahun, dan denda sebesar Rp. 800.000.000,-

(delapan ratus juta rupiah) dan ketentuan apabila denda tercebut

tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua)

bulan;

3. Menetapkan rna$a penahanan yang telah dijalani oleh Terdal$a

dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan .

4. Menetapkan barang bukti berupa:

a. 1 (satu) buah bong ;
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b. 1 (satu) buah gunting ;

c. 1 ( satu ) buah mancis ;

d. 1 (satu) buah mancis ada jarumnya ;

f. 3 ( tiga ) buah pipet skop ;

g. 1 (satu) buah kaca pireks yang ada lekatan yang diduga Narkotika

jenis shabu ;

h. 1 (satu) buah pipet ;

i. 1 (satu) buah pipet ptastik ktip kosong ;

j. 1 (satu) buah pisau lipat warna kuning ;

k. 1 (satu) paket plastik yang berisikan Kristal yang diduga jenis

shabu,

l. 1 (satu) unit Hp Merk Mikron, dan

m.1 (satu) unit Hp Merk l-Chery

Dirampas untuk dimusnahkan ;

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara

sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima raus rupiah) ; 
88

a. Pertimbangan Hukum Mahkamah Agung Rl

Terdakwa tidak bisa dipersarahkan melakukan tindak pidana

melanggar Pasal 112 ayat (1) karena barang bukti Narkotika jenis shabu

yang di temukan polisi jumlahnya sedikit yaitu 0,,t0 (nol koma sepuluh)

gram ;

t* Putusa* llahkarnah A.gung R! F.lcmor 173 K ! plD.SUS/2015
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Jumlah Narkotika yang dimiliki, dikuasai atau disimpan Tedakwa

tidak melebihi jumlah yang diperuntukan bagi penyalahgunaan narkotika

yang sedang dalam masa perawatan medis, yaitu Narkotika jenis shabu

sebayak 1(satu) gram (vide. SEMA Nomor 4 Tahun 2010 Jo. SEMA

Nomor 3 Tahun 2009). Bahwa tidak terungka pula fakta kalau Terdakwa

pernah memiliki, mengusai atau menyimpan Narkotika melebihi

kepemilikan bagi penyalaguna sebagai mana dimaksud dalam SEMA

tersebut;

Dengan tidak dilakukanya pemeriksaan Urene dan tidak

didakwakan Pasal 127 ayat (1) huruf a tidak boleh merugikan kepentingan

hukum dan HAM Terdakwa. $ebab itu merupakan kelalaian dari aparat

penegak hukum yang memeriksa perkara a quo ;

Namun demikian putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor

186IPid.SUS/2016/PT-MDN, tanggal 12 Mei 2016 yang menguatkan

putusan Pengadilan Negeri Kisaran No. 9/Pid.SUS/20151PN-K|S, tangal

14 Maret 2016, haruslah di perbaiki sekedar mengenai kualifikasi tindak

pidana dan lamanya pidana yang dijatuhkan ;8e

Melihat Putusan Mahkamah Agung Rl tersebut Terdalqila Nani

Prihartini Alias Nani merasa senang, seolah-olah Hakim Agung RI telah

memperhatikan ketidakadilan yang diberikan kepada Terdakwa dalam

meberi putusan untuk tingkat petama dan tingkat kedua, dengan demikian

Terdakwa merasa tidak terjolimi dengan adanya putusan Mahkamah

t' 
Putusan Nomor 1573 K/PID.SUS/20L6
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Agung Rl, Terdakwa juga merasa puas atias Putusan Mahkamah Agung

Rl, karena keadilan itu telah di peroleh Terdakawa melalu upaya hukum

kasasi.

G. Analisis Putusan Hakim

L Analisis Putusan Pengadilan Negeri Kisaran

Kasus dengan Nomor Putusan No. 09/Pid.SUS/2016/PN.Kis Jo Putusan

Mahkamah Agung Rl No.1573 l(Pid.SUSX2016 , sebagaimana sebagai

mana didakwakan kepada diri Terdakwa dalam Dakwan Kedua Pasal 112

Ayat (1) jo pasal 132 ayat (1J UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang

Narkoka, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang ;

2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, mengusai,

atau menyediakan Narkotika Golongan lbukan tanaman;

3. Percobaan atau permupakatan iahat;

Analisis Unsur:

1, Unsur Setiap orang

Setiap orang adalah orang sebagai Subjek Hukum yang dapat

melakukan dan mempertanggungjawabkan perbuatanya dan diduga telah

melakukan tindak pidana sebagaimana tercantum dalam surat dalwaan ;

Penuntut Umum menghadapakan Terdakwa Nani Priahartini Alias

Nani dengan lndentitas lengkap sebagaimana terurai dalam surat

dakwaan dan dibenarkan oleh Terdakwa bahwa ianya bernama Nani
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Prihartini Alias Nani dan saksi-saksi mengenal indentitas sebagai mana

tercantum dalam surat dakwaan .

2. Unsur tanpa hak atau rnelawan hukum, memiliki, menyimpan,

mengusai atau menyediakan Nad<otika Golongan I bukan tanaman.

Berdasarkan Pasal 112 Ayat (1) terdapat adanya 4 (empat)

kwalifikasi perbuatan yang ditetapakan sebagai tindak pidana Narkotika

yaitu:

1. Memiliki ;

2. Menyimpan ;

3. Mengusai;

4. Menyediakan;

Terdakwa di persidangan rnenyatakan telah mengerti bahwa

perbuatan mengusai Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah

bertentangan dengan hukum (melawan hukum). Bahwa terhadap

perbuatan yang tidak ada dasar hukurn dan jelas-jelas dilarang oleh

Undang-Undang i.c. UU Rl No.35 Tahun 2009, sudah seharusnya dan

sepatutnya apabila Terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut, namun

pada kenyataanya Terdakwa telah melakukannya, dan dari falda ini unsur

" Melawan Hukum " telah terpenuhidariperbuatan terdakwa ;

Berdasarkan fiakta-fakta hukum terungkap dipersidangan baik dari

keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa bukti surat maupun barang

bukti telah temyata pada hari Jumaat tanggal 11 September 2A15 sekitar

pukul 14.00 Wib, bertempat di rumah Darto (DPO) yang teletak di Dusun I
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Desa Tanjung Alam Kecamatan Sei Dadap Kabupaten Asahan, saksi

Musa Tarigan dan Saksi AMS. Tampubolon yang merupakan anggota

Polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Syahrizal

Alias lzal Alias lyal karena ditemukan barang bukti berupa 1(satu), buah

bong, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) buah mancis

ada jarumnya,3 (tiga) buah pipet skop , 1 (satu) buah kaca pireks yang

ada lekatan yang diduga Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah pipet, 1

(satu) buah pipet plastik klip kosong, 1 (satu) buah pisau lipat warna

kuning, 1 (satu) paket plastik yang berisikan Kristal yang diduga jenis

shabu, 1 (satu) unit Hp Merk Miknon, dan 1 (satu) unit Hp Merk l-Chery.

3. Percobaan atau Permufakatan Jahat

Fakta-fakata yang terungkap dipersidangan telah temyata pada

hari Jumaan tanggal 11 September 2A15 sekitar pukul 8.00 Wib,

Terdakwa menghubungi saksi Syahrizal Alias lzal Alias lyal agar saksi

Syahrizal Alias lzal Alias lyal rnenjemput Terdalqwa di Hotel Jalan Bakti

Kisaran dan sekitar pukul 10.00 Wib, Terdakwa dihubungi Darto (DPO)

agar Terdalwa menghubungi saksi Syahrizal Alias lzal Alias lyal untuk

membawakan Narkotika ienis sabu, selanjutnya ketika Terdalwa bertemu

saksi Syahrizal Alias lzal Alias lyal dan Terdakwa menerttakan kalau

Darto (DPO) menghubungi Terdakwa agar Syahrizal Alias lzal Alias lyal

mencari narkotika jenis sabu dan temyata saksi Syahrizal Alias lzal Alias

lyaljuga ada di sms Darto (DPO) untuk mencarikan narkotika jenis shabu,
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lalu saksi Syahrizal Alias lzal Alias lyal pergi lagi mencari na*otika jenis

sahabu ;

Kemudian saksi Syahrizal Alias lzal Alias lyal membeli narkotika

jenis shabu sebayak 2 (dua) paket dari Dayat (DPO) atas suruhan Darto

(DPO), dan setelah menerima narkotika jenis sabu tersebut selanjutnya

Terdalqwa dan saksi Syahrizal Alias lzal Alias lyal pergi menuju rumah

Darto (DPO) lalu saksi SyahrizalAlias lzalAlias lyal rnenyerahkan 2 ( dua)

paket narkotika jenis shabu kepada Darto (DPO) , dengan demikian

antara Terdakwa dan saksi Syahrizal Alias lzal Alias lyal ada kerja sama

melakukan tidak pidana narkotika, dengan demikian unsur ini telah

terpenuhi .eo

Terdakwa Nani Prihartini dihukum selama 5 (lima) tahun penjara

dan subsider 2 (dua) bulan penjada. Nani Prihartini tidak menerima

putusan tersebut, Terdakwa Nani Prihartini mengajukan banding karena

menyadari tidak merasa melakukan perbutan sebagai mana yang

dimasud dalam putusan hukum tersebut, Terdakwa hanya datang ke

rumah Darto (DPO) untuk mengabil sepeda motor yang digadekan kepada

Darto (DPO), Terdakwa juga sebagai korban dari penyalahgunaan

narkotika jenis shabu tersebut .e1

* Putusan Nomor S/Fid-SUS/2016/PN-Kis

" Wawancara dengan Terdakwa Nanni Prihartini di Ruang Tahanan Pengadilan Negeri
Kisaran, pada hari senin 14 Maret20L6.
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2. Analisis Putusan Pengadilan Tinggi Medan

Dalam putusan hakim Nomor:186lPid.SUSl2016/PT.MDN

menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor :

9/Pid.SUS/PN.Kis, Terdakwa di hukum 5 (lima) tahun penjara, subsider 2

(dua) bulan penjara, melanggar pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1|

Undang-undang Nomor. 35 tahun 2009 tentang Nerkotika.

Pengadilan Tingkat Banding dalam menjatuhkan putusan

sependapat dengan dengan pertimbangan hukum Maielis Hakim Tingkat

Pertama, dengan mengambil alih pertimbangan hukum Hakim Majelis

Tingkat Pertama sebagai dasar memutus perkara atas nama terdaloua

Nani Prihartini.

Putusan Pengadilan Tinggi Medan tidak membahas tentang

unsur-unsur pasal 112 Ayat (1) jo pasal 132 ayal (1) UU Nomor 35 Tahun

2009 Tentang Narkoka, yaitu :

1. Setiap orang

2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, mengusai,

atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

3. Percobaan atau permupakatan jahat ;

Putusan Hakim Tingkat Kedua tersebut sangatlah tidak relepan,

dimana Hakim Tingkat Kedua tidak menggali atau mencari artematif

hukum yang baru, sehingga Putusan Hakim Tingkat Kedua tidak

mencerminkan rasa keadilan yang diharapakan para pecari keadilan.
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3. Analisis Putusan Mahkamah Agung Rl

Dalam putusan hakim Nornor : 1573 I(PID.SUS/2016 membatalkan

Putusan Nomor 186lPid.SUS/2016IPT.MDN Jo Putusan Nomor :

glPid.SUS/PN.Kis, Terdakwa di hukum 2 (lima) tahun penjara, melanggar

pasal 112 ayat (1) io pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor. 35 tahun

2009 tentang Nerkotika.

Mahkamah Agung Rl dalam menjatuhkan putusan dalam perkara

atas nama Nani Prihartini selama 2 tahun, telah menyimpang dari

pemidanan minimum yang diatur dalam Undang-undang narkotika. Artijo

Alkostar berpendapat Hakim diperbolehkan penjatuhan pidana dibawah

ancaman minimum khusus, didasarkan atas rasa keadilan dengan

menggunakan hati Nurani.e2

Putusan Mahkamah Agung Rl yang melanggar ketentuan minimum

Undang-undang narkotika didukung oleh bukti dan perimbangan hukum

yang sistematis, jelas dan logis sesuai dengan SEMA No. 4 Tahun 2414,

dengan dalih Terdakwa tidak bisa dipersalahkan rnelakukan tindak pidana

melanggar Pasal 112 ayal (1) karena barang bukti Narkotika ienis shabu

yang di temukan polisi jumlahnya sedikit yaitu 0,10 (nol korna sepuluh)

gram-

Putusan hakim yang melanggar Undang-undang narkotika,

merupakan terobosan hukum yang baru atau pembaharuan hukum untuk

92 Rr."l, I\lererrrrri Lriaf Runaa Rnmaoi llttLum Didana Hal 1?4uqr uG :'i&,Eui Ju;iliu ituirrP
----------------------------------------------------- 
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang 
----------------------------------------------------- 
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah 
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area 

Document Accepted 27/6/22 
 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)27/6/22 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Lili Irianto - Analisis Yuridis Pembatalan Putusan Khusus Tindak Pidana Narkotika....



97

menciptakan keadililan yang diidamJdamkan masyarakat, terutama par€l

pencari keadilan, pembaharuan hukum yang diciptakan oleh hakim

haruslah berdasarkan Pancasila, Undang-undang Dasar 194s, ketertiban

umum, kesusilaan, perilaku dan kepentingan para pihak pencari keadihn.

Peran hakim dalam menggali dan mencari solusi untuk

menciptakan aturan hukum yang benar-benar bermamfaat untuk bangsa

dan negara dalam penegakan hukum yang berorentasi menciptakan

keadilan di tengah-tengah masyarakat, aparagi peran hakim tersebut

sangat bermamfaat bagi pencari keadilan, yang tertuang dalam

putusanya.
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BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka dapat disimpulkan

sebagai berikut Yaitu:

1. Undang- Uandang Narkotika No. 35 Tahun 2009 meratifikasi

Konvensi Tunggal 1961 beserta protocol 1972, kemudian pada

tahun 1997 Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) meratifikasi

Konvensi Tunggal 1961 beserta protocol 1972, tentang

pemberatsan peredaran gelap Nad<otika dan Psikoropika. 1988.

Undang-undang narkotika mengkatagorikan 4 (empat) tidakan

metawan hukum yang diacam sanksi pidana yaitu :

1. Memiliki, menyimpan, mengusai, atau menyedikan narkotika

dan prekurcor narkotika.

2. Memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan

narkotika dan prekursor narkotika.

3. Menawar untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi

perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan

narkotika dan prekursor narkotika ;

4. Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransit narkotika

dan prekursor narkotika.
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Tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, diataur dalam hukum

Nasional (vide Pasal 112 ayat (1) undang-undang Nomor 35 tahun

2009).

2. Pertimbangan Hukum Maielis Hakim Terhadap Pembatalan Khusus

Putusan Tindak Pidana Narkotika Dalam Putusan No. 091Pid.SUS

/2016/PN.Kis Jo putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor

186lPid.sus/2016/PT.MDN Jo Putusan Mahkamah Agung Rl

No.1573 K / Pid.SUS/2016, mengacu pada pasal 112 ayat {1)

Undang Undang No. 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika, dengan

pertimbangan hukumnya dalam perkara ini Terdakwa tidak bisa

dipersalahkan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 112 ayat

(1) karena barang bukti Narkotika ienis shabu yang di ternukan

polisijumlahnya sedikityaitu 0,10 ( nolkoma sepuluh) gram ;

Jumlah Narkotika yang dimiliki, dikuasai atau disimpan Terdalara

tidak melebihi iumlah yang diperuntukan bagi penyalahguna

narkotika yang sedang dalam masa perawatan medis, yaitu

Narkotika jenis shabu sebayak 1(satu) gram (vide SEMA Nomor 4

Tahun 2A1A Jo. SEMA Nomor 3 Tahun 2009). Bahwa tidak

terungka pula fakta kalau Terdakwa pernah memiliki, mengusai

atau menyimpan Narkotika melebihi kepemilikan bagi penyalaguna

sebagai mana dirnaksud dalam SEMA tersebut ;

Dengan tidak dilakukanya pemeriksaan Urene dan tidak

didakwakan Pasal 127 ayat (1) huruf a tidak boleh merugikan
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kepentingan hukum dan HAM Terdakwa. Sebab itu merupakan

kelalaian dari aparat penegak hukum yang memeriksa perkara a

quo;

Namun demikian putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor

186/Pid.SUS/2016/PT.MDN, tanggal 12 Mei 2016 yang

menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kisaran No.

9/Pid.SUS/201$/PN.K!S, tangal 14 Maret 2016, haruslah di perbaiki

sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana dan lamanya pidana

yang dijatuhkan, dengan demikian dapat dinyatakan bahwa unsur

pasal 112 ayat (1) ini tidak terpenuhi menurut hukum.

3. Peran Hakim Agung dalarn melakukan Pembatalan Putusan No.

09/Pid.SUS/2016/PN.Kis Jo 186/Pid.SUSl2016IPT.MDN '

membutikan Hakim Agung sebagai bukan saja sebagai corong

undang-undang, tetapi juga sebagai pembetuk undang-undang-

Hakim Agung juga sebagai pembaru hukum harus berperan

menegakan hukum dan keadilan, menjadi pengawas yang dijadikan

penuntun sekaligus merneliki inovasi pemberu hukr.lm, oleh karena

itu Hakim dapat memutus dibawah acaman minimum undang-

undang, sebagai mana parkara yang dijalani Terdakwa Nani

Prihartini yang di datcwa, tuntut dan diputus dengan pasal 112 ayat

(1) Undang-udang No. 35 Tahun 2005 dengan acaman minimal 4

(empat) tahun-maksimal 12 (dua belas) tahun, akan tetapi Hakim

Agung memponis Terdakwa Nani Prihartini selama 2 (dua) tahun
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dengan pasal yang Sama dengan dasar hukum Surat Edaran

Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2010 .

B. Saran

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka dapat disimpulkan

sebagai berikut yaitu:

1. Seharunya pemerintah memperbaharui Undang-Undang

Tidak Pidana Narkotika No. 35 Tahun 2009, khusus tentang

penerapan hukuman yang disesuaikan dengan berat dan

jenis Narkotika.

2. Seharunya Hakim pada Tingkat Pertama maupun Tingkat

dalam menjatuhkan putusan, dapat berbuat sebagai corong

undang-undang atau pembentuk undang-undang. Hakim

Tingkat Pertama dan Hakim Tingkat Kedua seharusnya

seperti Hakim Agung memiliki inovasi pembaru atau penemu

kekosongan hukum.

3. Seharusnya Pemerintah dan Mahkamah Agung, agar

mengadakan pendidikan khusus dan pentaran-penataran

kepada Hakim Tingkat Pertama dan Hakim Tingkat Kedua,

yang orentasinya pembaharuan dan penemuan hukum, yang

tidak terbebani dalam mengambil suatu keputusan dengan

undang-undang yang telah ada .
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